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Pengantar

Selama tahun 2001 InFocus Programme on Strengthening Social Dialogue melakukan kajian
terhadap lembaga dan proses dialog sosial di sepuluh negara, termasuk salah satunya di Indonesia.
Tujuannya adalah untuk mengkaji praktek dialog sosial di Indonesia, sehingga celah-celah untuk
meningkatkan dialog sosial dapat diidentifikasi dan, melalui konsultasi dengan pemerintah, organisasi
pengusaha dan organisasi pekerja, untuk mengusulkan kemungkinan arah reformasi.

Penulis berangkat dari pemahaman mendalam yang telah dibangun ILO selama bertahun-tahun,
menyangkut perkembangan dialog sosial di Indonesia. Penulis juga bersandar pada wawancara personal
dengan para konstituen tripartit, guna memperoleh data primer seputar permasalahan dan prospek yang
terkait dengan pemfungsian lembaga dan proses dialog sosial.

Meskipun ada banyak rintangan yang menghambat efektivitas dialog sosial di Indonesia, kajian ini
mencatat kemajuan penting yang telah dicapai dewasa ini, khususnya setelah dilaksanakannya kebebasan
berserikat pada tahun 1998. Sebagai negara pertama di Asia yang merativikasi seluruh Konvensi Inti ILO,
Indonesia telah menunjukan komitmennya untuk mewujudkan tujuan pekerjaan yang layak, dan mengakui
peran penting yang dapat dimainkan oleh dialog sosial sehubungan dengan hal tersebut.

Perubahan politik serta instabilitas sosial dan ekonomi telah menghalangi kemajuan di wilayah
dialog sosial maupun di wilayah-wilayah lainnya. Kendati demikian, pembentukan kabinet baru pada bulan
Juli 2001 membangkitkan kembali harapan akan masa depan yang penuh kedamaian dan kemakmuran.
Mengingat situasi yang terus berkembang di Indonesia, kajian ini hanya dapat merefleksikan keadaan yang
berlangsung secara akurat hingga bulan Oktober 2001.

Saya sangat menghargai para konstituen tripartit di Indonesia yang dengan murah hati telah
berbagi pengalaman dan keahliannya dengan kami dan dengan Peggy Kelly, seorang Ahli Dialog Sosial di
InFocus Programme, yang menangani penelitian dan penulisan kajian di negeri ini.

Januari, 2002 Patricia O’Donovan
Direktur
Program In Focus Penguatan Dialog Sosial
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Bab | - Latar Belakang

Situasi Ekonomi - Sebelum dan Sesudah Krisis
Informasi dan Data Statistik

Dengan populasi sebesar 205 juta jiwa, Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar
keempat di dunia, sekaligus negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Kendati
memiliki sekitar 17.000 pulau, namun hanya 6.000 pulau diantaranya yang dihuni penduduk, terdiri dari 370
kelompok etnis atau suku bangsa yang berbicara dalam 67 dialek setempat. Hingga penelitian ini rampung,
Republik Indonesia terdiri dari 27 propinsi, dua daerah istimewa, dan satu daerah khusus ibukota.
Dikabarkan kelak akan dilakukan sejumlah perubahan dalam struktur pemerintahan, khususnya
menyangkut pembentukan propinsi-propinsi baru. Dahulu negeri ini dijajah oleh Kerajaan Belanda, hingga
akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan diakui secara hukum pada tahun
1949. Ia bergabung menjadi anggota ILO pada tahun 1950, dan duduk sebagai Badan Pekerja ILO antara
tahun 1975-1978 dan antara tahun 1990-2002.

Berdasarkan sensus populasi tahun 2000, jumlah angkatan kerja di Indonesia sudah mencapai
95,65 juta jiwa. Pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, diikuti oleh
perdagangan, restoran dan hotel; pengolahan; serta pelayanan masyarakat, sosial dan personal (Lihat
Tabel I). Industri-industri utama di Indonesia antara lain industri perminyakan dan gas alam; tekstil,
garmen dan sepatu; pertambangan, semen, pupuk kimia, kayu lapis; karet; makanan; dan pariwisata.

Tabel 1
Penyerapan Tenaga Kerja Secara Sektoral Tahun 2000

Sektor Persentase
Pertanian 45,3
Perdagangan, Restoran, Hotel 20,6
Manufaktur 13,0
Pelayanan Masyarakat, Sosial dan Personal 10,6
Transportasi dan Komunikasi 51
Konstruksi 39

Sumber: Sensus Penduduk Indonesia, 2000

Angka pengangguran di Indonesia berfluktuasi secara tajam dalam beberapa tahun terakhir ini,
sebagai cerminan pertumbuhan dan kemerosotan ekonomi pada masa sebelum dan sesudah krisis
keuangan tahun 1997. Meskipun keterangan resmi pemerintah menyebutkan bahwa tingkat pengangguran
ada sekitar 6% untuk tahun 2000, namun diperkirakan sekitar 32% dari jumlah keseluruhan pekerja
sesungguhnya merupakan pekerja setengah pengangguran, dimana mereka dipekerjakan kurang dari 35
jam setiap minggunya.'

Sektor informal menempati posisi penting dalam perekonomian nasional, terutama di wilayah-

' Sensus kependudukan nasional 2000.




wilayah tertentu. Pada tahun 1997 tenaga kerja yang terserap ke sektor informal diperkirakan mencapai
63%. Dari jumlah tersebut, 81% diantaranya dijumpai di kawasan Indonesia Bagian Barat, sedangkan
sisanya sebesar 19% tersebar di kawasan Indonesia Bagian Timur. Tidak nampak tanda-tanda perubahan
dalam kecenderungan ini, mengingat jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut justeru meningkat
menjadi 65% untuk tahun 2000.

Kondisi Ekonomi - Krisis Keuangan

Selama periode 1967 hingga 1997 Indonesia mencapai keberhasilan ekonomi yang signifikan, yang
dapat disejajarkan dengan keberhasilan perekonomian di Asia Timur. Ia dipandang sebagai sebuah model
pembangunan, karena angka kemiskinan menurun dari 60% menjadi 11%, persentase orang dewasa yang
melek huruf melonjak dari 56% menjadi 90%, dan standar hidup secara umum mengalami peningkatan.
Peningkatan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan kehadiran perusahaan multinasional yang terus
bertambah dianggap sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi, yang memperbesar kesempatan
kerja dan meningkatkan standar hidup selama periode tersebut.?

Akan tetapi pada tahun 1997 krisis ekonomi regional menghantam negeri ini. Semudah membalik
telapak tangan, krisis tersebut memporak-porandakan kemajuan ekonomi dan sosial yang telah diraih
selama beberapa dasawarsa sebelumnya. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada tahun
1996 mencapai 7,8%, menjelang akhir tahun 1997 terhenti sama sekali. Angka kemiskinan naik dua kali
lipat, dari 11% pada tahun 1996 menjadi lebih dari 20% pada akhir tahun 1998.* Celakanya lagi, aliran
PMA merosot tajam dari angka tertinggi AS$ 4,7 milyar pada tahun 1997 menjadi AS$ 0,4 milyar tahun
1998, menempatkan index PMA Indonesia pada peringkat ke-134 dari 135 negara yang dimonitor oleh
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).?

Kemerosotan investasi menyebabkan banyak perusahaan goyah: sebanyak 606 perusahaan
menutup usahanya pada tahun 1997, sehingga menyebabkan 100.000 pekerja kehilangan mata
pencahariannya. Keadaan ini menjadi semakin parah di tahun berikutnya, dimana 957 perusahaan berhenti
beroperasi dan mengakibatkan 210.000 pekerja dirumahkan. Data statistik tahun 2000 menunjukkan
bahwa kemerosotan perekonomian terus berlanjut. Jumlah pengangguran pada tahun 2000 melonjak
menjadi 36 juta orang dari 33,2 juta orang pada tahun 1997.°

S}

Direktorat Layanan Informasi Luar Negeri, Departemen Penerangan: Indonesia 1999 Buku Panduan Resmi(diambil
dari web site http://www.indonesia-ottawa.org.2000).

w

ILO: tanggapan pemerintah Indonesia atas Seventh Survey on the effect given to the tripartit e declaration of
principles concerning multinational enterprises and social policy, Jilid 11, ringkasan laporan, GB.280/MNE/1/2.

~

The World Bank Group: 7he World Bank and Indonesia, dari web site World Bank:
web site http:// www. worldbank.org,1999.

5 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): World Investment Report 2001: Promoting
wages (2001).

=)

Sensus kependudukan nasional 2000 dan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 1997.




Tabel 2
Populasi Usia 15 Tahun Keatas di Indonesia (dalam ribuan)

1985-2000
Item 1985 1990 1995 1997 2000
Populasi 99.483.4 113.5574 128.806,3 135.0704 141,170,8
Angkatan Kerja 61.773,8 71.676,8 84.230,1 89.602,8 95.651,0
Tingkat Partisipasi AK 62,09% 63,12% 65,39% 66,34% 67,76%
Total yang Dipekerjakan 60.435,5 69.524.,8 78.322.2 85.405,5 89.837,7
< 35 jam/minggu 21.685,6 23.581,6 27.062,5 29.027,8 30.669,2
% Pengangguran Terselubung 35,10% 32,90% 32,13% 32,40% 32,06%
Pengangguran Terbuka 1.338,3 2.152,0 5.908.,0 4.197,3 5.813,2
% Pengangguran 2,19% 3,00% 7,01% 4,68% 6,08%

Sumber: International Population Survey 1985; 1995; dan Sensus kependudukan nasional 1990; 2000; dan
Sakernas 1997.

Pengurangan tenaga kerja berlangsung di seluruh sektor perekonomian, dengan perincian: 25% di
sektor manufaktur, 19% di sektor konstruksi, 37% di sektor jasa, 10% di sektor perdagangan dan hotel, 6%
di sektor transportasi dan 3% di sektor keuangan. Perubahan-perubahan lebih jauh dalam struktur
lapangan pekerjaan menunjukan pergeseran konsentrasi dari sektor industri dan jasa ke sektor pertanian
dan perdagangan. Lapangan kerja yang tersedia di daerah perkotaan juga berkurang, seiring dengan
semakin sempitnya lapangan pekerjaan di sektor formal dan meningkatnya kegiatan perekonomian di
sektor informal.

Penghasilan riil pekerja di sektor formal kian merosot akibat percepatan laju inflasi, pengurangan
jam kerja dan akses untuk mencari penghasilan tambahan yang semakin kecil. Sementara pekerja sektor
informal juga turut merasakan penderitaan akibat anjloknya permintaan akan barang dan jasa. Alhasil,
kegiatan kerja dan tingkat pendapatan di sektor yang sudah amat sesak ini menjadi berkurang.’

Masalah lain yang muncul akibat krisis adalah tingginya angka inflasi, yang mengikis daya beli upah
minimum. Pada tahun 1989 dikeluarkan sebuah undang-undang untuk mengatur sistem upah minimum
yang telah dipraktekan sejak dasawarsa 1970-an. Dibawah sistem yang baru, upah minimum ditetapkan
berdasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), biaya hidup dan kondisi pasar tenaga kerja. Mengingat
harga dan kondisi pasar tenaga kerja di masing-masing wilayah berbeda, maka setiap propinsi menetapkan
sendiri upah minimum yang berlaku di wilayahnya.? Sebagai akibat dari eskalasi inflasi, menjelang akhir
Juni 1998 pemerintah meningkatkan upah minimum secara nasional sebesar 15%, dan mendesak dunia
usaha untuk menaikkan upah nominal sedapat mungkin tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja.’

Selain perhatian yang seksama terhadap performa ekonomi, pemerintahan yang bersih juga
diangkat sebagai agenda utama untuk menarik investasi dan memajukan pembangunan ekonomi. Selama
beberapa dasawarsa terakhir, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih menjadi masalah utama yang
menghantui Indonesia. Seperti dinyatakan oleh Bank Dunia, “Indonesia perlu menjalankan program jangka
panjang pembangunan kelembagaan, disertai tindakan awal yang secara jelas dan tegas menunjukkan

7 Idem: Prospek Lapangan Kerja dan Penghasilan dalam Krisis Ekonomi, Rangkuman Eksekutif (diambil dari
Kantor ILO di Jakarta: web site http://www.ilo.org, 1999.)

8 Departemen Tenaga Kerja dan World Bank: Kebijakan Pasar Tenaga Kerja di Indonesia: Pekerja Indonesia di
Abad 21 (Jakarta, 1996).

° TLO: Prospek Lapangan Kerja dan Penghasilan dalam Krisis Ekonomi, Rangkuman Eksekutif, op.cit.
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tekad pemerintah untuk mengatasi korupsi dan kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam jangka pendek.!°
Meski nampak beberapa kemajuan dalam memerangi KKN, namun keputusan untuk memeriksa tuduhan
korupsi yang diduga dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 lalu menunjukkan
bahwa praktek KKN masih menjadi persoalan yang umum di Indonesia.

Setelah empat tahun dilanda krisis keuangan, perekonomian masih tetap lesu. Menyusul
serangkaian kegagalan yang menimpa dunia usaha, lapangan pekerjaan tidak tumbuh secara memadai.
Petunjuk bahwa perekonomian gagal untuk kembali tampil ke tingkat sebelum krisis adalah, meskipun
jalan-jalan di Jakarta diapit oleh gedung pencakar langit dan hotel-hotel mewah, namun banyak diantaranya
yang masih kosong.

Susunan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki enam organ, yaitu: Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), Lembaga Kepresidenan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). Filsafat
politik bangsa Indonesia disebut sebagai “Demokrasi Pancasila”, yang berarti demokrasi berdasarkan
kedaulatan rakyat. Menurut sila-sila dalam Pancasila, penerapan demokrasi harus sesuai dengan ajaran
berikut: selalu segaris dengan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan iman
masing-masing; menjunjung nilai-nilai kemanusiaan sejalan dengan martabat manusia; menjamin dan
memperkokoh persatuan nasional; mendukung demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan; dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara memegang peran yang
sangat penting dalam demokrasi Pancasila. MPR dibentuk dengan maksud agar hak kedaulatan rakyat
Indonesia dapat sepenuhnya terlaksana, dan dengan demikian mencerminkan aspirasi dan harapan rakyat
dalam keputusan dan ketetapan yang dikeluarkannya. MPR bertanggung jawab mengangkat presiden dan
wakil presiden, serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk dilaksanakan oleh
presiden.!!

Setiap lima tahun pemerintah menetapkan prioritas bagi tugas administrasinya. Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) VI tahun 1994-1999 menggariskan empat kebijakan utama di bidang
perburuhan dan ketenagakerjaan, yaitu:

1. mengembangkan iklim yang kondusif bagi perluasan lapangan pekerjaan, efisiensi, produktivitas, dan
upaya perbaikan dengan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia;

2. meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui reformasi pelatihan utama;

3. menciptakan lapangan kerja produktif dengan fokus pada pencari kerja usia muda terdidik,
pengangguran dan setengah pengangguran; dan

4. meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui “Hubungan Industrial Pancasila” yang didukung oleh
perbaikan kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja. Situasi pekerja perempuan perlu ditingkatkan
melalui penghapusan diskriminasi gender dan perlindungan yang lebih baik diberikan kepada pekerja
perempuan, pekerja migran dan pekerja anak.

10 The World Bank Group: World Bank and Indonesia, op.cit.

I Direktorat Layanan Informasi Luar Negeri, Departemen Penerangan: Indonesia 1999 Buku Panduan Resmi, op.cit.
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Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dan Perlindungan Tenaga Kerja merupakan bagian dari
“Tujuh Prioritas” Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dalam Repelita VI. Proses dan lembaga yang
sesuai harus dibentuk agar tercipta atmosfer kerja yang damai dan kondisi kerja yang baik dalam rangka
mewujudkan keselarasan industrial dan stabilitas nasional. Hal itu dapat dicapai melalui penggalangan kerja
sama antara pengusaha dan pekerja di tingkat bipartit, perbaikan kondisi kerja dan kesejahteraan sosial
pekerja, serta pengembangan sistem pengupahan dan koperasi pekerja.'

Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 lalu telah mengakibatkan perubahan dalam rencana lima
tahunan tersebut, termasuk perkembangan penting dalam wilayah hubungan industrial yang akan dibahas
secara rinci dalam uraian di bawah nanti. Perubahan besar juga terjadi di tingkat pengambilan keputusan,
dimana terjadi desentralisasi dan perhatian yang lebih seksama terhadap isu regional. Hal ini tercermin
dalam pembagian geografis negara kepulauan ini, yang terdiri dari 30 propinsi dan dibagi lagi atas 353
kabupaten, termasuk kotamadya, dan sekitar 4000 kecamatan.'®

Otonomi Daerah

Undang Undang (UU) N0.22/1999 yang dikenal sebagai UU Otonomi Daerah mempromosikan
desentralisasi kekuasaan dan pembuatan keputusan, serta pemberian otonomi dan wewenang yang lebih
besar kepada daerah. Menurut undang-undang ini, kekuasaan dan tanggung jawab tambahan diberikan
kepada 27 pemerintah daerah untuk menata undang-undang dan melaksanakan kebijakan, termasuk
kebijakan di bidang perburuhan. Keputusan pemerintah untuk memberlakukan otonomi daerah ini untuk
sebagian merupakan reaksi terhadap keberhasilan gerakan kemerdekaan di Timor Timur. Pemerintah
merasa khawatir propinsi-propinsi lain akan mengikuti jejak Timor Timur menuntut kemerdekaan.

Dalam struktur yang baru pemerintah pusat berkonsentrasi menangani bidang-bidang pokok
pemerintahan, seperti urusan luar negeri, pertahanan, keuangan dan agama, sementara sebagian besar
urusan pemerintahan lainnya diserahkan kepada daerah. Pemerintah pusat juga bertanggung jawab
menyusun undang-undang baru meskipun proses penerapannya diserahkan kepada pemerintah daerah.
Dimasa mendatang diharapkan agar dialog sosial di tingkat daerah mendapat perhatian yang lebih besar
lagi.

Dalam hal penetapan upah minimum misalnya, kini setiap daerah bertanggung jawab
menyampaikan usulan upah minimum masing-masing, dengan memperhitungkan tingkat biaya hidup di
daerahnya. Sejak tahun 1999 Gubernur menetapkan upah minimum di propinsinya atas nasihat dari sebuah
dewan penasihat tripartit. Di masa sebelumnya, keputusan atas besarnya upah minimum untuk tiap daerah
ada di tangan menteri tenaga kerja (Menaker) berdasarkan usul Gubernur masing-masing propinsi.'*

Kendati demikian, UU Otonomi Daerah masih belum sanggup menjawab sejumlah permasalahan,
khususnya menyangkut hubungan industrial dan dialog sosial. Salah satunya adalah ketidakjelasan apakah
pemerintah daerah wajib bertanggung jawab dan memberi laporan kepada pemerintah pusat atau bebas
mengambil tindakan sesukanya? Sebagai contoh, Depnaker dan Transmigrasi (Depnakertrans) di tingkat

21LO: Rencana Kerja: Indonesia - ILO, 1994-1999 (dari web site Kantor ILO di Jakarta: web site http://www. Ilo.org,
1999).

13 Berdasarkan keterangan Dr. Payaman Simanjuntak, Penasehat Senior di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Depnakertrans), Jakarta 2001.

14 Tbid.

12



pusat mengatakan bahwa kewenangannya di daerah hanya sebatas memberikan instruksi kepada dinas
tenaga kerja daerah; Depnakertrans tidak dapat menyuruh dinas untuk melakukan tugas atau fungsi
apapun diluar itu. Akibatnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat kurang otoritatif dan
ada kesenjangan komunikasi, sehingga menimbulkan masalah bagi tingkat yang lebih tinggi dalam
departemen tersebut. Dalam wawancara dengan staf Depnakertrans diperoleh kesan bahwa para pejabat
dinas tenaga kerja tingkat kabupaten nampaknya enggan memberikan data dan informasi yang mereka
miliki kepada kantor-kantor pemerintah di tingkat propinsi dan pusat. Agaknya demam kekuasaan dan
otonomi yang menghinggapi pejabat pemerintah di tingkat yang lebih rendah telah menjelma menjadi
sebuah perasaan tidak sudi untuk bertanggung jawab kepada struktur diatasnya.'>

Salah satu masalah yang dapat timbul akibat ketiadaan pengawasan berbagai tingkat pemerintahan
adalah semakin terbukanya peluang bagi praktek korupsi. Sebuah laporan menyebutkan bahwa dinas
tenaga kerja Depnakertrans tertentu memungut pajak tambahan kepada pengusaha sebesar Rp.1.000,-/
bulan/pekerja di perusahaannya sebagai cara menambah pemasukan. Hal ini dilakukan tanpa ada
kejelasan bagaimana dana tersebut akan digunakan.'®

Perubahan Politik dan Instabilitas

Setelah berakhirnya pemerintahan yang otokratis pada tahun 1997 Indonesia mengalami instabilitas
politik yang akut. Bangsa Indonesia telah menyaksikan pergantian presiden sebanyak empat kali dalam
kurun waktu empat tahun, saat Megawati Sukarnoputri akhirnya menggantikan Abdurrahman Wahid yang
disingkirkan pada bulan Juli 2001. Instabilitas politik di tingkat atas berpengaruh pada struktur dan jalannya
pemerintahan. Di awal tahun 2001 Departemen Tenaga Kerja digabung dengan Departemen Transmigrasi,
dan menyebabkan masalah-masalah perburuhan menjadi kurang dianggap penting oleh pemerintah.

Dengan dibentuknya kabinet baru oleh Presiden Megawati pada bulan Agustus 2001, pemerintah
sekali lagi mengalami restrukturisasi dan perubahan. Satu sinyalemen penting dari bobot dan arti penting
yang diberikan pemerintah terhadap isu perburuhan dan pekerjaan adalah latar belakang Menakertrans
yang baru, Jacob Nuwa Wea. Sebagai ketua Konfederasi Serikat buruh Seluruh Indonesia (KSPSI) ia
telah lama berkecimpung dalam bidang hubungan industrial.'” Ta telah menyatakan dukungannya terhadap
pemberlakuan dan pelaksanaan undang-undang perburuhan, termasuk undang-undang mengenai
penyelesaian perselisihan dan hubungan industrial yang ditunda pemberlakuannya (akan dibahas dibawah).
Selain itu ia menyadari perlunya memperkuat lembaga-lembaga dialog sosial baik di tingkat bipartit dan
tripartit.

'S Wawancara dengan Depnakertrans Pusat, Jakarta, 22 Mei 2001.
16 Wawancara dengan Sekertariat Dewan Tripartit Daerah Bandung, 25 Mei 2001.

17 Seperti dibahas di Bab 3, pada bulan Juli 2001 Federasi Serikat buruh Seluruh Indonesia (FSPSI) diubah menjadi
Konfederasi Serikat buruh Seluruh Indonesia (KSPSI).
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Bab Il - Krisis Sebagai Titik Tolak Sebuah Perubahan

Hubungan Industrial Sebelum 1998

Sistem hubungan industrial dilembagakan pada tahun 1974 dengan nama Hubungan Industrial
Pancasila (HIP). HIP terkait dengan dasar filasafat negara dan kelima silanya berhubungan dengan watak
serta budaya nasional Indonesia. Prinsip-prinsip dasar Pancasila adalah:

e Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya, bekerja bukan untuk diri sendiri tetapi juga sebagai bentuk
pengabdian kepada Tuhan.

e Kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk menghargai harkat dan martabat pekerja sebagai
manusia, dan bukan faktor produksi semata.
Persatuan Indonesia, dimana pengusaha dan pekerja berjuang untuk mencapai tujuan bersama.

e  Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yaitu
perbedaan diselesaikan melalui konsensus dan bukan melalui pemogokan atau penutupan
perusahaan.

e  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan titik berat pada upaya menyeimbangkan hak
dan kewajiban masing-masing pihak dalam perusahaan, dan kesetaraan dalam pembagian hasil
yang dicapai oleh pekerja dan pengusaha atas dasar kemitraan.

Konsep-konsep yang terdengar merdu ini ternyata digunakan untuk membatasi kekuasaan serikat
buruh demi menjaga keamanan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Selama rejim Orde Baru
Suharto berkuasa, prinsip-prinsip demokrasi ditekan demi kepentingan nasional yang lebih tinggi dan
kepentingan politik maupun ekonomi penguasa, dengan mengorbankan hak dan kebebasan pekerja.'®

Kebebasan Berserikat

Sebuah penelusuran historis perlu dilakukan guna memahami perubahan-perubahan dalam sistem
hubungan industrial yang terjadi di masa pasca-Suharto. Ciri terpenting yang menandai masa tersebut
adalah ketiadaan kebebasan berserikat. Ketika itu hanya ada satu serikat buruh yang diakui pemerintah,
yaitu Federasi Serikat buruh Seluruh Indonesia (FSPSI) beserta 13 federasi serikat buruh sektoralnya.
Sebelumnya organisasi ini bernama Serikat buruh Seluruh Indonesia (SPSI) dan memiliki struktur unitaris
yang sentralistis. Pada tahun 1995 SPSI diubah menjadi FSPSI, yang menandai pula perubahan didalam
struktur organisasinya menjadi sebuah federasi yang desentralistis. Tiga belas sektor industri yang
dimilikinya didaftarkan sebagai serikat buruh nasional yang terpisah, meskipun FSPSI adalah satu-satunya
federasi serikat buruh yang diakui oleh Depnaker. Setiap serikat buruh yang dibentuk harus berafiliasi
dengan FSPSI, dan pemerintah dapat membubarkan sebuah serikat apabila dinilai bertentangan dengan
Pancasila —meskipun dalam kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilakukan.'

BILO: Tripartite summit on social dialogue: proceedings, Pertemuan Tripartit tentang Dialog Sosial, oleh Goenawan
Oetomo, Jakarta, 2000 (Jakarta, 2001).

19 Wawancara dengan Sioe Lan, pengurus program di kantor ILO Jakarta, Jakarta, 21 Mei 2001.
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Menjelang tahun keempat Repelita VI, yaitu sekitar tahun 1997/98, FSPSI mengaku telah memiliki
12.839 unit serikat buruh, dengan 272 cabang (DPC) dan 27 organisasi tingkat daerah (DPD). Dalam
kurun waktu yang sama juga terdapat 1.244 serikat buruh tingkat perusahaan (SPTP).%

Tiga kelompok buruh lain juga aktif selama pertengahan dasawarsa 1990-an tetapi tidak diakui oleh
pemerintah. Mereka adalah Serikat Buruh Merdeka (SBM), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)
dan Asosiasi Jurnalis Independen (AJI). SBSI yang didirikan pada tahun 1992 mengaku telah memiliki
anggota di tingkat perusahaan yang memadai jumlahnya, sehingga memenuhi syarat untuk didaftarkan
sebagai serikat buruh. Akan tetapi permohonannya untuk mendaftarkan diri yang diajukan pada tahun
1994 ditolak pemerintah, dan dengan demikian pemerintah menganggap SBSI tidak sah. Pada tahun 1997
pemerintah menahan dan menginterogasi dua anggota SBSI di Binjai, Sumatera Utara, dan membubarkan
acara pelatihan buruh yang diselenggarakan SBSI di Lampung, bagian selatan Pulau Sumatera.

Upaya untuk membatasi kebebasan berserikat juga berlangsung di sektor publik. Pegawai negeri
tidak diijinkan menjadi anggota serikat buruh, bahkan sebaliknya mereka wajib menjadi anggota Korps
Pegawai Republik Indonesia (Korpri), yaitu sebuah asosiasi non-serikat yang diketuai oleh Menteri Dalam
Negeri. Nasib yang sama juga dialami oleh para guru, yang ketika itu diharuskan bergabung dalam
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Iuran KORPRI dan PGRI bersifat wajib dan secara otomatis
langsung dipotong dari upah pekerja.?!

Apapun maksud dan tujuannya, segala pembatasan diatas menyebabkan FSPSI menjadi satu-
satunya serikat buruh yang ada secara resmi di Indonesia hingga tahun 1998. Sesungguhnya ia tidak dapat
dikatakan sebagai serikat buruh yang mandiri dan demokratis, sebab pengaruh pemerintah terhadap
organisasi ini sangat besar. Bahkan ketika itu Menaker ikut duduk dalam Dewan Pembina FSPSI. Ia
cenderung menggalang persekutuan yang amat erat dengan partai politik yang berkuasa, dan para
pemimpin politik, walaupun tidak memiliki latar belakang dan pengalaman berserikat, seringkali duduk
sebagai pimpinan serikat buruh.

Lebih jauh lagi, hingga tahun 1996 FSPSI mengumpulkan iuran anggota untuk mendanai
kegiatannya melalui keterlibatan Depnaker. Ketika itu departemen ini menarik iuran anggota dari pekerja
dan kemudian mentransfernya ke FSPSI. Pada bulan Juni 1996 dikeluarkan sebuah keputusan baru
dimana serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan FSPSI dapat menarik iuran secara langsung melalui
sistem check-off (penarikan iuran secara otomatis melalui pemotongan upah pekerja setiap kali
pembayaran upah). Karena kedekatan FSPSI dengan pemerintah dan ketidakmandirian dalam hal
keuangan dan administrasi, organisasi ini kurang dihormati oleh anggotanya. Banyak pekerja menjulukinya
sebagai serikat buruh “kuning” [dari pertemuan misi dengan Sioe Lan, programme officer ILO Jakarta, 21
Mei 2001].

Para pemimpin FSPSI di tingkat unit kerja juga kurang dihargai oleh anggotanya karena mereka
dipilih oleh pengusaha. Sebuah peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1995 menyebutkan bahwa pekerja
harus memberitahu pengusaha apabila ingin membentuk serikat, dan mereka boleh mewujudkan keinginan
tersebut apabila tidak mendapat jawaban dari pengusaha dalam waktu dua minggu. Akan tetapi pengusaha
terus berupaya mencegah pembentukan serikat buruh, sehingga seringkali mengakibatkan pemogokan.
Pemogokan-pemogokan ini pada umumnya cukup efektif, karena tak lama kemudian biasanya serikat
buruh yang diperjuangkan terbentuk. Namun seringkali pekerja yang aktif dalam pembentukan serikat
tersebut di-PHK oleh pengusaha, apalagi karena tidak ada perlindungan dari undang-undang maupun
pemerintah terhadap pekerja.

20 Direktorat Layanan Informasi Luar Negeri, Departemen Penerangan: Indonesia 1999 Buku Panduan Resmi, op.cit.

2 Wawancara dengan Sioe Lan, op.cit.
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Pada tahun 1994 International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) secara resmi
mengadukan pemerintah Indonesia kepada ILO, dengan tuduhan pelanggaran hak pekerja untuk berserikat
secara independen, melecehkan organisasi pekerja yang mandiri, dan melakukan tindakan yang
bertentangan dengan standar-standar ILO tentang kebebasan berserikat dan perundingan bersama.
Menanggapi pengaduan ini, Komite ILO meminta agar pemerintah Indonesia menyingkirkan setiap
halangan bagi pendaftaran serikat buruh, termasuk pendaftaran SBSI, dan menyelesaikan beberapa kasus
penangkapan —mungkin juga pembunuhan— para pemimpin serikat buruh.?

Perundingan Bersama

Hingga tahun 1994 FSPSI merupakan satu-satunya serikat buruh yang secara resmi dapat
mengatasnamakan pekerja untuk berunding dengan pengusaha, atau mewakili pekerja di pengadilan
perburuhan Depnaker. Di awal tahun 1994 (saat menanggapi pengaduan yang disampaikan oleh ICFTU),
pemerintah mengeluarkan Permenaker No.01/MEN/1994 yang mengijinkan pembentukan SPTP. SPTP
dapat bertindak sebagai wakil pekerja dalam perundingan bersama, tetapi pengusaha memiliki hak
prerogatif untuk mengakui atau tidak mengakui mereka sebagai wakil pekerja dalam proses perundingan.
Pekerja di sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari 25 pekerja dapat membentuk SPTP. Mereka dapat
berunding dengan pihak majikan untuk menyusun perjanjian, meskipun pemerintah dengan gigih mendorong
mereka untuk bergabung dengan FSPSI dalam waktu dua tahun setelah mereka dibentuk. Menurut
peraturan yang berlaku, organisasi pekerja yang akan dibentuk harus mendapat dukungan dari sedikitnya
50% pekerja agar memiliki kekuatan dalam mewakili pekerja. Meskipun demikian tidak ada prosedur
pemungutan suara yang disepakati dalam membentuk SPTP.>

Menjelang akhir tahun 1997 tercatat sebanyak 1.234 SPTP sudah terbentuk. Tetapi sejumlah LSM
menaruh kecurigaan bahwa banyak diantaranya yang dibentuk oleh perusahaan, dimana tingkat partisipasi
pekerja sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Selain itu berbagai laporan menyebutkan bahwa
sejumlah pejabat pemerintah menerima uang dari pengusaha untuk membentuk SPTP di pabrik mereka,
sebab serikat buruh demikian dianggap lebih lemah bahkan dibandingkan dengan FSPSI.>*

Data resmi yang dikeluarkan pemerintah menyebutkan bahwa sekitar 80% unit-unit FSPSI di
tingkat perusahaan memiliki perjanjian perundingan bersama. Perundingan atau negosiasi yang dilakukan
harus selesai dalam tenggang waktu 30 hari, dan jika tidak selesai akan diserahkan kepada Depnaker
untuk kemudian diselesaikan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Oleh karena itu
sebagian besar negosiasi selesai dalam jangka waktu 30 hari seperti yang telah ditetapkan. Perjanjian
biasanya berlaku untuk jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang hingga tahun berikutnya. Pada
umumnya ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) jarang menetapkan standar yang lebih tinggi
daripada standar minimum yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, perjanjian yang dibuat seringkali
diserahkan kepada wakil-wakil pekerja untuk ditandatangani tanpa melalui proses negosiasi yang
sesungguhnya. Menurut FSPSI, 10.776 dari 23.525 PKB yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja
pada bulan September 1997 merupakan perjanjian “imitasi”’, karena dibuat di perusahaan-perusahaan yang
tidak ada serikat buruhnya.

2 ILO: Official Bulletin: Report of the Committee on freedom of association, Committee on Freedom of Association,
Kasus No. 1773, November 1997.

2 Departemen Tenaga Kerja R.I dan World Bank: Kebijakan Pasar Tenaga Kerja di Indonesia: Pekerja Indonesia di
Abad 21, op.cit.

24 Kedutaan Besar Amerika Serikat, Country report on human rights practices for Indonesia (Jakarta, 1997).
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Pada bulan Juni 1997 laporan Komite ILO bidang Pelaksanaan Konvensi dan Rekomendasi
“mengamati dengan penuh keprihatinan bahwa ketimpangan-ketimpangan antara Konvensi di satu sisi, dan
undang-undang nasional serta prakteknya di sisi lain, telah berlangsung selama bertahun-tahun.” Komite ini
juga mencatat bahwa, “pemerintah tidak menunjukan bukti yang kuat mengenai kesediaan dirinya untuk
melaksanakan” Konvensi ILO No0.98/1949, “karena ia tidak meminta bantuan teknis di bidang ini.”

Lembaga-lembaga Tripartit

Forum-forum konsultasi tripartit nasional dan daerah telah terbentuk menurut peraturan perundang-
undangan sejak tahun 1983. Berdasarkan data statistik pemerintah, pada akhir tahun fiskal 1997/1998
Lembaga Kerjasama Tripartit (LKS) yang menyediakan forum konsultasi dan komunikasi bagi wakil
pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha telah dibentuk di semua kotamadya dan di 239 kabupaten di
Indonesia. Lembaga Kerjasama Bipartit juga didirikan sebagai wadah bagi pengusaha dan pekerja dalam
menyelesaikan masalah-masalah industrial yang mereka hadapi. Selama periode 1997/98 dikabarkan
sebanyak 925 unit bipartit dibentuk, sehingga secara keseluruhan terdapat 3.513 unit bipartit dalam rentang
waktu empat tahun Repelita VI. Selain itu, 96 unit di 13 lembaga kerjasama tripartit sektoral telah dibentuk
di semua propinsi.?

Meskipun demikian, fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga tersebut masih sangat dipertanyakan.
Sebagian besar diantaranya tidak aktif dan dimanfaatkan, dan tidak menunjukan efektivitas dalam
menangani masalah-masalah perburuhan dan sosial yang akut. Penyebabnya antara lain karena di dalam
lembaga-lembaga tersebut pemerintah mendominasi setiap pembahasan, sementara mitra sosial yang ada
lemah dan kelompok pekerja berada di bawah kendali pemerintah. Oleh karenanya tidak heran bila
akhirnya timbul gejolak sosial, mengingat ketiadaan saluran untuk mencapai konsensus sosial.

Perselisihan Industrial

Dalam kaitannya dengan perselisihan, semua pekerja yang terorganisir kecuali pegawai negeri
diberi hak untuk melakukan pemogokan. Pemogokan di sektor swasta memang sering kali terjadi. Namun
sebelum melakukan pemogokan Depnaker mewajibkan agar masing-masing pihak melakukan mediasi
secara intensif, dan agar pekerja memberitahukan rencana pemogokan tersebut.. Dalam prakteknya,
prosedur penyelesaian perselisihan jarang sekali dituruti dan pemberitahuan resmi mengenai rencana
pemogokan jarang diberikan. Sebab, prosedur penyampaian pemberitahuan di Depnaker terasa lamban
dan serikat buruh cenderung meragukan kredibilitas Depnaker. Seperti terlihatd ari data statistik Depnaker,
pemogokan merupakan pemandangan yang lazim. Titik puncak pemogokan adalah pada tahun 1996
dengan 360 pemogokan dan melibatkan 221.557 pekerja, saat puluhan ribu pekerja turun ke jalan seiring
dengan pemberlakuan upah minimum yang baru di bulan April 1996.%

% Direktorat Layanan Informasi Luar Negeri, Departemen Penerangan: Indonesia 1999..., op.cit.

26 Data statistik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, 2001.
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Tabel 3
Pemogokan, 1980 hingga 2000

Tahun Jumlah Pemogokan Pekerja yang Terlibat Jam Kerja yang Hilang
1980 100 32.287 328.466
1985 78 21.148 55.001
1990 61 31.234 262.014
1995 276 126.855 1.300.001
1996 360 221.557 2497973
1997 234 144.929 1.250.673
1998 278 152.495 1.550.945
1999 125 48.232 915.105
2000 273 126.045 1.281.242

Sumber: Depnakertrans, 2001

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P-4P) dan Daerah (P-4D) yang
mengupayakan penyelesaian perselisihan dan PHK berhasil menyelesaikan sebanyak 4.086 dari 4.298
kasus yang terdaftar pada tahun 1997/98.27 Meskipun data pemerintah mengenai kinerja P-4P dan P-4D
ini terkesan baik, sesungguhnya panitia-panitia tersebut kurang efektif dalam mencegah dan
mengupayakan penyelesaian perselisihan industrial. Hal ini terutama diakibatkan oleh kecurigaan serikat
buruh terhadap keduanya, yang dianggap berpihak kepada pengusaha. Akibatnya, pekerja sering kali lebih
suka menyampaikan keluhannya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPR dan
LSM.

Di samping itu, pekerja yang dipecat secara tidak sah jarang sekali dipekerjakan kembali oleh
perusahaan. Perkara pemecatan biasanya diselesaikan dengan cara pengusaha memberikan sejumlah
uang kepada pekerja yang dipecat, dan bukan dengan mewajibkan pengusaha mempekerjakan mereka
kembali. Walaupun menurut undang-undang pengusaha wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
panitia penyelesaian perselisihan perburuhan sebelum melakukan pemecatan, tetapi dalam kenyataannya
ketentuan tersebut seringkali diabaikan.?®

Jaminan Sosial

Permenaker No.04/MEN/1987 memberikan wewenang kepada Depnaker untuk membentuk
panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam rangka mengembangkan kegiatan kerja yang
bertumpu pada asas K3 di tingkat perusahaan. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an terdapat sekitar
10.000 panitia K3 di seluruh Indonesia.29 Sedangkan dalam tahun fiskal 1997/98 telah dibentuk sebanyak
87 Panitia Pembina K3 di Tempat Kerja, sehingga secara keseluruhan tercatat ada 2.614 panitia serupa
selama kurun waktu empat tahun Repelita VI.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang disingkat dengan Jamsostek dibentuk pada tahun 1978

sebagai skema utama jaminan sosial yang menyediakan asuransi jiwa, tunjangan pensiun, perawatan
kesehatan dan asuransi ganti rugi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dan menderita penyakit akibat

" Direktorat Layanan Informasi Luar Negeri, Departemen Penerangan: Indonesia 1999..., op.cit.

28 Kedutaan Besar Amerika Serikat, Country report on human rights practices for Indonesia, op.cit.
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kerja. Salah satu komponen utamanya adalah skema tabungan wajib, atau dana jaminan hari tua, yang
dimaksudkan untuk memberikan santunan kepada pekerja pada saat pensiun. Akan tetapi investasi tidak
selalu menghasilkan tingkat pengembalian riil yang positif, dan karena itu pembayaran dana jaminan hari
tua secara sekaligus (/ump sum) pada saat pensiun tidak memberikan perlindungan yang memadai selama
masa pensiun. Selain dana jaminan hari tua tersebut, di Indonesia tidak ada alternatif lain untuk mendukung
penghasilan atau jaring pengaman sosial. Demikian pula tidak tersedia asuransi pengangguran.®® Pekerja
berhak mengambil saldo dari rekening mereka apabila telah menjadi anggota jamsostek selama sekurang-
kurangnya lima tahun, dan telah menganggur selama enam bulan. Jamsostek mempunyai sebuah dewan
komisaris tripartit terdiri dari lima orang, yang bekerja mengawasi penggunaan dana jamsostek.

Pada bulan Desember 2000, jumlah peserta Jamsostek tercatat sebanyak 18,2 juta pekerja dari
total angkatan kerja sebanyak 95,65 juta jiwa. Artinya, Jamsostek memberikan penjaminan hanya kepada
kurang lebih 19% dari penduduk yang bekerja. Lebih lagi, Jamsostek dinilai tidak efektif baik oleh
pembayar iuran maupun oleh penerima manfaat program tersebut. FSPSI telah meminta agar dana
jamsostek direstrukturisasi, karena rendahnya manfaat dan penjaminan yang diberikan, tidak adanya
transparansi dan penggunaan dana yang tidak wajar.>!

Peran Polisi dan Militer

Polisi dan militer memainkan peran aktif dalam hubungan industrial, kendati pada tahun 1994
secara formal Menaker telah mencabut peraturan tahun 1986 yang mengijinkan campur tangan militer
dalam pemogokan dan aksi perburuhan lainnya. Sementara itu ketetapan tahun 1990 masih berlaku
sehingga Badan Koordinasi Stabilitas Nasional (BAKORSTANAS) masih berwenang untuk campur
tangan dalam pemogokan, dengan dalih menjaga stabilitas sosial dan politik. Serikat buruh seringkali
mengeluh karena polisi dan militer setempat melecehkan bahkan kadang menahan pemimpin mereka dan
menyita barang-barang milik serikat buruh tanpa disertai surat perintah yang sah. Namun keluhan yang
paling sering terdengar ialah bahwa polisi dan militer bersekongkol dengan pengusaha untuk
mengintimidasi pekerja.** Berbagai pihak secara gencar menyuarakan agar intervensi militer dalam
masyarakat sipil dikurangi. Secara umum tuntutan tersebut terkait dengan kekhawatiran akan terlindasnya
hak dan kepentingan pekerja, karena militer dan atau polisi dinilai terlalu keras dalam menangani aksi
demonstrasi dan pemogokan yang dilakukan buruh.*

2 Alexandra Cox Edwards: Peraturan Perburuhan dan Hubungan Industrial di Indonesia (Bank Dunia, 1996) hal.
13.

STLO: The social impact of the Asian financial crises: Technical report for discussion at the High-Level tripartite
meeting on social response to the financial crises in east and southeast Asian countries (Bangkok, 1998) hal. 45

3! Idem: Manuskrip tidak dipublikasikan sebagai kontribusi bagi publikasi ILO, The social impact of the Asian
financial crises..., lihat catatan No.1

32 Kedutaan Besar Amerika Serikat, Country report on human rights practices for Indonesia, op.cit.
3 Alan Boulton: Undang-undang Perburuhan yang baru di Indonesia: Mempromosikan Kebebasan Berserikat

dan Hak Berunding Bersama (dari web site Australian Industrial Relations Committee web site www.airc.gov.au,
1999).
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Perkembangan Dialog Sosial Setelah Krisis

Kirisis keuangan yang menimpa pada tahun 1997 lalu telah menyingkap banyak kelemahan dalam
sistem hubungan industrial di Indonesia. Kelemahan yang utama adalah tidak adanya konsultasi dan
keterlibatan mitra sosial dalam pengambilan kebijakan di bidang perburuhan dan menyangkut lapangan
pekerjaan. Ketika krisis semakin memburuk, serikat buruh mulai mendorong proses dialog sosial, dalam
rangka mencari pemecahan atas masalah-masalah yang diakibatkan oleh krisis, salah satunya mencari
alternatif cara untuk menghindari PHK. Sebagai contoh, FSPSI membentuk tim untuk membantu
perusahaan yang bermaksud melakukan PHK massal. Tim tersebut juga memberikan bantuan hukum
kepada pekerja yang menghadapi ancaman PHK. Tujuan utamanya adalah untuk mengupayakan alternatif
untuk menghindari PHK, antara lain melalui pengurangan jam kerja, penghapusan jam lembur, pengaturan
pergantian waktu kerja, pengurangan biaya produksi dan pengaturan pergantian waktu istirahat di rumah.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga mulai memberikan bantuan kepada anggotanya, sambil
memonitor peristiwa PHK melalui kantor-kantor cabangnya yang tersebar di 27 propinsi. Meski demikian,
upaya-upaya serupa tidak banyak dilakukan karena ketika itu krisis yang berlangsung sudah sedemikian
parah, dan di sisi lain karena upaya membangun kepercayaan antara pihak manajemen dan buruh serta
kerjasama yang erat di tempat kerja belum terlembaga secara mantap.**

Akibat lain dari krisis adalah terkikisnya kredibilitas FSPSI, dan pekerja mulai mencari saluran lain
yang secara efektif dapat menjadi perwakilan bagi keluhan-keluhannya. FSPSI mengakui kelemahan-
kelemahannya dalam hubungannya dengan pihak yang berwenang, sekaligus menyayangkan sikap
pemerintah yang cenderung mengabaikan serikat buruh dalam pembuatan keputusan. Menyadari akan
kekurangannya, pimpinan FSPSI meminta bantuan ILO untuk mendorong reformasi politik dan
memfasilitasi proses demokratisasi, terutama menyangkut hak serikat buruh. Ia mengeluarkan pernyataan
keras menuntut dicabutnya semua undang-undang yang membatasi kebebasan berserikat. Tindakan ini
mendapat dukungan dari partai-partai politik oposisi, serikat buruh independen maupun resmi, LSM,
kalangan akademisi serta beberapa pejabat pemerintah dan pengusaha, karena mereka sadar bahwa
reformasi sosial ekonomi dan pembentukan institusi pasar tenaga kerja yang sah sangat dibutuhkan dalam
mengatasi krisis.

Sebagai langkah pertama untuk mempromosikan dialog sosial sebagai cara mengatasi krisis,
sebuah delegasi tripartit yang terdiri dari Depnaker, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Asosiasi
Pengusaha Indonesia (APINDO), serta FSPSI mengadakan pertemuan pada bulan Januari 1998 guna
membahas perkembangan situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Rekomendasi-rekomendasi yang
dihasilkan dari pertemuan itu antara lain penetapan prioritas tugas lembaga dan badan tripartit, meliputi:

1. maksimalisasi upaya menciptakan kondisi kerja yang harmonis guna memperkokoh usaha dan
perusahaan;

2. minimalisasi PHK dengan mempertimbangkan berbagai alternatif, misalnya pengurangan jam lembur,
pengaturan kembali jam kerja, pemotongan biaya yang tidak secara langsung dibutuhkan dalam
proses produksi dan relokasi pekerja ke perusahaan lain yang masih dalam satu kelompok; dan

3. meningkatkan perundingan antara pekerja dan pengusaha mengenai cara menangani PHK apabila hal
itu tidak dapat dihindari lagi.

Sayangnya pertemuan tersebut tidak merinci bagaimana rekomendasi-rekomendasi ini akan
dijalankan.

Selain itu terungkap juga bahwa sumber penyebab ketiadaan landasan yang kokoh bagi proses

dialog sosial adalah pengebirian kebebasan berserikat. Prasyarat bagi terlaksananya dialog sosial yang
efektif adalah bila masing-masing pihak yang berdialog merasa bebas, sanggup dan bersedia membahas

34 Keterangan selanjutnya diperoleh dari ILO: The social impact of the Asian financial crises..., op.cit.
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permasalahan secara serius. Hal ini mengisyaratkan perlunya serikat buruh yang bebas, kuat dan
representatif untuk mewakili dan membela kepentingan pekerja di hadapan pengusaha dan pemerintah.
Akan tetapi prakarsa untuk mengembangkan serikat buruh yang independen dan demokratis di Indonesia
terhalang oleh sikap pemerintah yang represif. Akibatnya, organisasi-organisasi pekerja terpaksa bekerja
secara ilegal bahkan sembunyi-sembunyi, sehingga tidak dapat mengkritisi kebijakan dan program
pemerintah secara terbuka.

Untuk mengangkat isu kebebasan berserikat, dua kasus pelanggaran hak berserikat di Indonesia
telah diadukan ke sebuah komite di ILO yang menangani masalah kebebasan berserikat. Dalam
pertemuan di bulan November 1997, komite tersebut menarik kesimpulan interim terhadap kedua kasus
tersebut, dan menyatakan keprihatinan mendalam karena pemerintah tidak mengambil tindakan apapun
untuk memperbaiki situasi pekerja di Indonesia. Komite tersebut meminta pemerintah untuk melakukan
hal-hal berikut:

o menghapuskan persyaratan yang mewajibkan serikat buruh melakukan pendaftaran, karena hal itu
menghalangi hak berserikat;

® mengabulkan permohonan pendaftaran yang diajukan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI),
sehingga ia dapat menjalankan kegiatan serikat buruh secara sah;

® mencabut gugatan pidana terhadap ketua SBSI, Muchtar Pakpahan, dan membebaskannya agar
ia dapat menjalankan kegiatan serikat buruh secara bebas;

o  melakukan penyelidikan hukum secara independen terhadap pembunuhan seorang pengurus
serikat buruh; dan

o  menyelidiki kasus PHK yang menimpa pengurus serikat buruh dan kembali mempekerjakan
mereka seperti sediakala, apabila terbukti bahwa mereka dipecat karena melakukan kegiatan
serikat.

Pelaksanaan Konvensi ILO No0.98/1949 oleh pemerintah Indonesia telah dibahas berulang kali oleh
Panitia Konferensi Perburuhan Internasional tentang Penerapan Standar Perburuhan. Pada tahun 1997
panitia ini mendesak pemerintah untuk menghormati kebebasan sipil yang sangat esensial bagi
implementasi Konvensi secara penuh, sambil mengingatkan perlunya:
o  meningkatkan perlindungan terhadap pekerja, terutama dari sikap diskriminasi anti-serikat
® mengadopsi ketentuan perundang-undangan tertentu dalam rangka melindungi organisasi pekerja
dari campur tangan pengusaha; dan
®  menghapus hal-hal yang menghalangi hak berunding bersama di sektor publik maupun swasta.

Bahkan Bank Dunia, IMF dan ADB dalam kebijakannya untuk memberikan bantuan kepada
Indonesia setelah krisis mengakui perlunya menciptakan stabilitas dalam hubungan pengusaha-pekerja,
serta menjunjung tinggi standar ketenagakerjaan sebagaimana mestinya. Sebab hal tersebut merupakan
kunci untuk mencapai perkembangan ekonomi yang berkesinambungan. Perlu dicatat bahwa kebebasan
berserikat dan dialog sosial hendaknya dipandang sebagai bagian penting gerakan demokrasi di
Indonesia.*

Kendati telah menjerumuskan Indonesia kedalam kesulitan-kesulitan besar, krisis juga telah
memicu berbagai perubahan positif, antara lain: tuntutan demokrasi, perubahan pemerintahan, permintaan
bantuan kepada ILO dalam mereformasi undang-undang perburuhan, tumbuhnya kebebasan berserikat
yang membidani kemunculan serikat-serikat buruh baru yang independen, serta ratifikasi semua Konvensi
Dasar ILO. Kirisis juga mengungkapkan bahwa masing-masing mitra sosial ternyata lemah, terutama
serikat buruh, dan bahwa struktur tripartit tidak efektif. Prasyarat bagi pelaksanaan dialog sosial adalah
keberadaan serikat buruh yang bebas, independen, representatif dan kuat. Perubahan-perubahan besar

35 Alan Boulton: Undang-undang Perburuhan yang baru di Indonesia: Mempromosikan Kebebasan Berserikat
dan Hak Berunding Bersama, op.cit.
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perlu dilakukan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, terutama dengan membuka keanggotaan serikat
buruh agar dapat menghasilkan dialog sosial yang produktif. Tindakan Komite ILO tentang Kebebasan
Berserikat dan Komite ILO tentang Penerapan Standar Perburuhan juga turut mendorong langkah-
langkah positif diatas, dan memberi andil bagi terselenggaranya Misi Kontak Langsung yang dilangsungkan
pada musim gugur 1998.

Proses Perubahan dari Tahun 1998 hingga Tahun 2000

Sebagaimana telah disinggung diatas, sebelum tahun 1998 tidak ada serikat buruh yang bebas dan
representatif yang dapat ikut ambil bagian dalam dialog sosial, karena saat itu hanya ada satu serikat buruh
sokongan pemerintah, yaitu FSPSI. Oleh karenanya lembaga-lembaga dialog sosial yang telah ada
sebelum tahun 1998 tidak bersifat demokratis, baik menyangkut komposisi maupun fungsinya. Berikut ini
adalah deskripsi proses yang dilakukan oleh ILO untuk mempromosikan kebebasan berserikat dan dialog
sosial yang efektif di Indonesia.*

Indonesia mengalami pergantian pemerintahan pada bulan Mei 1998 ketika B.J. Habibie
menggantikan Soeharto sebagai presiden yang telah berkuasa selama hampir 32 tahun. Pemerintah
Habibie dituntut melakukan reformasi dan menghapus praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Sebagai bagian integral didalamnya adalah pengakuan atas kebutuhan pekerja untuk membentuk dan
menjalankan organisasi mereka tanpa intervensi pemerintah. Selain itu muncul juga pengakuan terhadap
badan-badan perwakilan dalam membela kepentingan pekerja, dan dalam memberikan perlindungan dari
penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Dalam konteks ini pemerintah menempuh sebuah
langkah simbolis pada bulan Juni 1998, yaitu mengakui SBSI dan membebaskan Muchtar Pakpahan dari
tahanan. Pada saat yang sama, pemerintah juga mengikutsertakan para pimpinan serikat dalam delegasi
Indonesia yang dikirim ke Konferensi ILO."” Reaksi pemerintah terhadap seruan reformasi meliputi
penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan dasar dan proses demokrasi, juga kemauan untuk
bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional seperti ILO.

Kegiatan-kegiatan ILO

Rangkaian kegiatan ILO diawali dengan Misi Kontak Langsung pada bulan Agustus 1998 dalam
rangka membantu pemerintah menyelaraskan undang-undang perburuhan dengan Konvensi ILO No.98
(1949) dan Konvensi ILO No.87 (1948).

Miisi tersebut berlangsung dari 24-28 Agustus 1998, dengan tujuan untuk mengkaji langkah-langkah
yang ditempuh guna menjamin penerapan Konvensi No.98 dan memberikan nasehat untuk memastikan
pemenuhan Konvensi No.87. Misi melakukan serangkaian pembicaraan dengan wakil-wakil pemerintah,
organisasi pengusaha dan pekerja, serta pihak-pihak terkait lainnya. Ia menelaah undang-undang mengenai
pendaftaran serikat buruh, demonstrasi dan penyelesaian perselisihan industrial, dan UU Ketenagakerjaan
No0.25/1997 yang sesuai rencana akan diberlakukan pada bulan Oktober 1998 beserta peraturan

3 TLO: Menguak Konvensi-konvensi inti ILO lewat dialog sosial: pengalaman di Indonesia (Jakarta, 1999).

37 Alan Boulton: Undang-undang Perburuhan yang baru di Indonesia: Mempromosikan Kebebasan Berserikat
dan Hak Berunding Bersama, op.cit.
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pelaksananya. Menaker melayangkan surat kepada Presiden pada tanggal 26 Agustus 1998 yang berisi
saran agar Presiden menangguhkan pelaksanaan undang-undang tersebut selama satu tahun.*® Sejak itu
pemberlakuan undang-undang tersebut ditangguhkan, kemungkinan hingga Musim Gugur 2002.

Misi diminta memberikan bantuan teknis kepada pemerintah dalam menyusun undang-undang yang
baru mengenai pendaftaran organisasi pekerja dan mengenai penyelesaian perselisihan industrial, serta
revisi terhadap UU Ketenagakerjaan 1997 dan penyusunan peraturan pelaksananya. Rancangan Undang
Undang (RUU) Serikat buruh diarahkan untuk memberikan ruang lingkup bagi pendaftaran dan
pengoperasian organisasi-organisasi pekerja yang baru. Sedangkan RUU Penyelesaian Perselisihan
Industrial (PP]) ditujukan untuk mereformasi sistem dan lembaga yang menangani penyelesaian
perselisihan industrial. Keduanya bertalian dengan dua masalah mendasar dalam undang-undang
perburuhan di Indonesia —penyangkalan perwakilan pekerja yang efektif melalui serikat buruh yang
mandiri; dan ketiadaan mekanisme yang independen dan dapat diterima untuk mencegah dan
menyelesaikan perselisihan industrial.

Selain itu Misi juga menemui pejabat-pejabat senior Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(ABRI). Dalam pertemuan itu, Kasum ABRI Jenderal Razi mengangkat sejumlah isu, diantaranya:

o  Kebijakan baru ABRI untuk tidak ikut campur dalam perselisihan industrial kecuali untuk alasan-
alasan keamanan (yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat).

® Pengakuan bahwa di masa lalu militer telah melakukan campur tangan terlalu jauh dalam hal-hal
yang bukan urusannya.

o  Keprihatinan pihak militer terhadap perselisihan berkepanjangan yang dapat mengakibatkan efek
negatif terhadap investasi, dan menyebabkan kerusakan pabrik atau barang-barang milik
perusahaan yang dihancurkan sewaktu terjadi perselisihan.

®  “Harapan” dalam masyarakat Indonesia bahwa militer dapat ikut membantu menyelesaikan
perselisihan industrial atau menyumbangkan gagasan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

®  Masalah menyangkut sikap komandan militer setempat yang terlalu ingin mengetahui segala
sesuatu yang terjadi di wilayah kekuasaannya dan melakukan campur tangan terlalu banyak.

® Perlunya waktu supaya sistem yang ada dapat menyerap perubahan-perubahan yang baru dan
ide-ide reformasi yang bergulir di masyarakat.

Misi menegaskan bahwa mengacu pada prinsip-prinsip ILO, tidak boleh ada campur tangan militer
dalam perselisihan industrial atau dalam pelaksanaan hak kebebasan berserikat di masa mendatang.®

Laporan dari misi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Indonesia pada bulan September
1998, dengan memuat rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:*

e membentuk lembaga tripartit yang benar-benar representatif untuk mempromosikan dialog sosial
dan kerjasama di bidang hubungan industrial (termasuk konsultasi secara efektif mengenai
persiapan dan implementasi undang-undang perburuhan);

e  memastikan bahwa pegawai negeri dan pegawai di badan-badan usaha milik negara memiliki
kebebasan berserikat;
menyusun sistem yang tepat untuk pendaftaran dan pengakuan serikat buruh;

e membentuk lembaga penyelesaian perselisihan yang efektif dan tidak memihak;
memberikan perlindungan kepada pekerja dari sikap diskriminasi anti serikat, serta perlindungan
kepada serikat buruh dari campur tangan pengusaha;

38 Dokumen internal ILO (18 September 1998).
¥ Tbid.

40 Alan Boulton: Undang-undang Perburuhan yang baru di Indonesia: Mempromosikan Kebebasan Berserikat
dan Hak Berunding Bersama, op.cit.
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e  memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat menahan diri untuk tidak ikut campur dalam perselisihan industrial; dan
e  membebaskan segera aktivis buruh yang ditahan, seperti salah satunya Dita Sari.

Temuan-temuan ini dibahas dalam Sidang Istimewa MPR di Jakarta pada bulan November 1998.
Sidang tersebut mengeluarkan 12 ketetapan, termasuk TAP MPR No.XVI/MPR/1998 mengenai ekonomi
politik dalam demokrasi ekonomi, yang antara lain menetapkan: “Demokrasi ekonomi untuk pekerja harus
dicapai melalui partisipasi tenaga kerja dan kebebasan berserikat sesuai dengan undang-undang dan saham
kepemilikan dalam perusahaan yang mempekerjakan mereka.” Selain itu juga dikeluarkan TAP MPR
No.XVIII/MPR/1998 yang mencabut Ketetapan MPR tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila (P4). Ketetapan ini menyatakan bahwa pemerintah harus menghentikan program
wajib yang mempropagandakan P4 dan menambahkan satu bab dalam rancangan ketetapan aslinya
mengenai hak untuk memperoleh informasi.*!

Pada bulan Desember 1998, seminar mengenai Konvensi-konvensi Mendasar Hak Asasi Manusia
ILO diselenggarakan di Jakarta oleh ILO bekerja sama dengan Depnaker. Seminar tersebut dihadiri oleh
sekitar 100 peserta, termasuk pejabat senior serikat buruh, departemen pemerintah, organisasi pengusaha
serta wakil-wakil LSM dan universitas. Dari seminar ini terungkap bahwa secara umum pemahaman akan
konvensi-konvensi ILO dan masalah hak asasi manusia ternyata masih terbatas. Oleh karena itu
diperlukan pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan kesediaan untuk menerima prinsip-prinsip dasar
yang terkandung dalam konvensi-konvensi tersebut.

Beberapa hari kemudian Indonesia menandatangani Letfer of Intent dengan ILO berkenaan
dengan ratifikasi tujuh konvensi dasar ILO. Karena sebelumnya telah meratifikasi empat konvensi dasar
ILO, maka selanjutnya pemerintah hanya tinggal meratifikasi Konvensi ILO No. 105 tahun 1957 mengenai
Penghapusan Kerja Paksa, No. 111 tahun 1958 mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, dan
No. 138 tahun 1973 megenai mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja pada bulan Juni
1999. Di samping itu, Letter of Intent tersebut juga menyatakan pentingnya membentuk sebuah Gugus
Tugas Tripartit untuk menindaklanjuti perjanjian ini. Gugus Tugas Tripartit dibentuk berdasarkan Keputusan
Menaker No.7/MEN/1999 dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal Depnaker, Suwarto. Gugus Tugas ini
memiliki 36 anggota, termasuk wakil-wakil dari berbagai departemen pemerintah (Depnaker, Luar Negeri,
Dalam Negeri, Industri dan Perdagangan, Penerangan, Sekretaris Negara/Kabinet, Urusan Perempuan,
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, Kehakiman, Pendidikan dan Kebudayaan, Pertahan dan
Keamanan), pengusaha (APINDO) dan serikat buruh (FSPSI, SPSI Reformasi, SBSI, PPMI, FSBDSI,
SARBUMUSI, GASPERMINDO, KPNI dan KBM).

Gugus Tugas berperan untuk:

menyiapkan ratifikasi tiga Konvensi dasar ILO yang belum diratifikasi oleh Indonesia;
mensosialisasikan tujuh konvensi dasar ILO;

menginventarisasi peraturan yang tidak sesuai/ bertentangan dengan ketujuh konvensi dasar; dan
melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas yang diemban Gugus Tugas ini kepada
Menaker

4 Direktorat Layanan Informasi Luar Negeri, Departemen Penerangan: Indonesia 1999..., op.cit.
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Proses Dialog Sosial - Lokakarya Peningkatan Pemahaman

Dalam rentang waktu satu tahun telah diselenggarakan 66 lokakarya tripartit peningkatan
pemahaman prinsip-prinsip dan hak-hak di tempat kerja, dengan dukungan dana dan nasihat teknis dari
ILO. Dalam rangka menjangkau berbagai daerah, lokakarya diselenggarakan secara tersebar di 17
propinsi. Sebanyak 1.660 peserta hadir didalamnya, banyak diantaranya merupakan mitra sosial dan
kelompok-kelompok lain dalam masyarakat sipil. Komposisinya secara rinci adalah: 35% wakil
pemerintah; 19% dari organisasi pekerja; 34% dari organisasi pengusaha; 4% dari LSM; 2% dari militer
dan polisi; dan 6% dari ILO.

Lokakarya-lokakarya ini memberikan kesempatan untuk menyebarluaskan informasi mengenai
standar-standar perburuhan internasional. Selain itu dibahas pula berbagai masalah mendasar seperti
kemerdekaan berserikat, campur tangan militer dan polisi dalam perselisihan industrial, peran Depnaker
dan permasalahan menyangkut fungsi pengawasannya, perubahan situasi hubungan industrial, reformasi
undang-undang perburuhan, dan perlunya perubahan sikap terhadap perempuan dan anak-anak yang
dipekerjakan.

Meskipun ILO memberikan banyak masukan dan bantuan, pengawasan terhadap proses yang
berlangsung dan keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh
Depnaker. Oleh karena itu hasil lokakarya tersebut menjadi tanggung jawab Depnaker dan merupakan
hasil konsultasi tripartit.

Satu hal yang ditekankan adalah proses kesinambungan pembangunan kapasitas internal tripartit.
Pelatihan bagi Pelatih Ahli Tripartit (Training of tripartite Master Trainers/TOMT) dilaksanakan
berdasarkan konsep, isi dan substansi konvensi-konvensi dasar ILO. Sebanyak 154 nara sumber dihasilkan
dari lokakarya-lokakarya ini, berasal dari unsur pekerja (28 orang), pengusaha (28 orang) dan pemerintah
(98 orang). Mereka pada gilirannya dapat diminta untuk memberikan pelatihan dalam 66 lokakarya
tripartit. Namun yang lebih penting adalah karena mereka dapat berkomunikasi dengan peserta dalam
bahasa mereka sendiri, dan tanpa ada hambatan budaya.

Berkat upaya-upaya tersebut, terutama dengan dibentuknya Gugus Tugas Tripartit, Indonesia
menjadi negara pertama di wilayah Asia Pasifik yang meratifikasi seluruh konvensi dasar ILO. Presiden
B.J. Habibie pada bulan April 1999 mensahkan rancangan undang-undang ratifikasi tiga konvensi inti
lainnya.

Selanjutnya Depnaker mengadakan pertemuan Gugus Tugas Tripartit Nasional pada bulan Juli
1999, sebagai upaya untuk melaksanakan ratifikasi Konvensi ILO No.182/1999 tentang Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Setelah pertemuan
tersebut, Gugus Tugas merekomendasikan agar Indonesia segera meratifikasi konvensi tersebut dan
membentuk kelompok kerja guna merumuskan laporan dan rekomendasi Gugus Tugas. Akhirnya pada
bulan Maret 2000 Konvensi ILO No.182/1999 diratifikasi oleh Indonesia.

Dua lokakarya diselenggarakan mengenai evaluasi-diri dan penilaian tripartit atas metodologi
penumbuhan kesadaran. Dalam lokakarya mengenai evaluasi-diri terungkap bahwa lokakarya-lokakarya
yang telah diselenggarakan dinilai bermanfaat oleh para peserta, karena membuka kesempatan untuk
mengikuti pendidikan dan perdebatan mengenai konvensi-konvensi dasar ILO, penerapan praktisnya serta
pembahasan masalah perburuhan secara umum. Setelah mengikuti lokakarya-lokakarya tersebut mitra-
mitra sosial, militer dan polisi kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai ILO, konvensi-konvensi
dasar ILO serta dampak dari penerapan konvensi-konvensi tersebut. Sedangkan lokakarya mengenai
penilaian tripartit dilakukan dalam pertemuan satu hari pada bulan Maret 1999, dengan mengevaluasi
pelaksanaan lokakarya dan materi yang digunakan.
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Salah satu faktor penunjang keberhasilan lokakarya adalah penggunaan tenaga pelatih nasional dan
tenaga ahli ILO. Dalam hal ini, pelatih nasional berfungsi menjembatani komunikasi dengan peserta,
mengingat komunikasi dilakukan dalam bahasa mereka sendiri. Sedangkan tenaga ahli ILO disediakan
guna memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada peserta lokakarya secara teknis tepat dan
obyektif.

Reformasi Undang-undang Perburuhan

Seiring dengan upaya peningkatan pemahaman terhadap konvensi-konvensi dasar ILO, pemerintah
mengambil langkah untuk mereformasi dan merevisi undang-undang perburuhan. Dengan adanya krisis
moneter, Misi Kontak Langsung ILO dan ratifikasi Konvensi No.87, semakin jelas bahwa undang-undang
perburuhan di Indonesia perlu direvisi. Lahirnya serikat-serikat buruh baru memunculkan kebutuhan akan
perlunya menyusun RUU Serikat buruh yang dapat mengatur pendaftaran dan aktivitas serikat buruh,
serta upaya perwakilan bagi pekerja dalam proses perundingan bersama. Perselisihan yang timbul akibat
krisis, terutama menyangkut PHK, membongkar kekurangan-kekurangan yang ada dalam mekanisme
penyelesaian perselisihan, termasuk dalam P-4P dan P-4D. Undang-undang perselisihan industrial yang
berlaku sudah berusia lebih dari 40 tahun, sedangkan ketentuan yang mengatur serikat buruh dirumuskan
melalui peraturan Depnaker, bukan peraturan setingkat undang-undang.

Menyusul terjadinya pergantian pemerintahan, Undang-undang Ketenagakerjaan No.25/1997 yang
memayungi undang-undang perburuhan ditunda pemberlakuannya hingga bulan Oktober 2000 (dan
kemudian diperpanjang lagi penundaaannya). Berbagai organisasi pekerja, kelompok perempuan, LSM
dan ILO khawatir bahwa undang-undang tersebut akan membatasi hak-hak pekerja, sehingga akhirnya
diputuskan untuk merevisi undang-undang tersebut sebelum ia diberlakukan.

Selanjutnya tiga RUU perburuhan yang baru mulai dibahas melalui konsultasi dan keterlibatan
unsur-unsur tripartit p/us. Ketiganya adalah RUU Serikat buruh, RUU-PPI dan RUU Perlindungan dan
Pembinaan Tenaga Kerja (PPTK). Diantara ketiganya, prioritas pertama diberikan kepada RUU Serikat
buruh karena ia secara spesifik mensahkan kebebasan berserikat. RUU ini disahkan oleh DPR pada bulan
Agustus 2000 dan menjadi UU No.21/2000 tentang Serikat buruh/Serikat Buruh.

UU Serikat buruh terdiri dari unsur-unsur berikut:

e perlindungan terhadap hak berorganisasi bagi pekerja di sektor swasta dan di instansi-instansi
pemerintah (tetapi bukan pegawai negeri, yang akan ditetapkan dalam undang-undang terpisah);
hak bagi setiap 10 orang pekerja untuk membentuk serikat pilihan mereka sendiri;

e  perlindungan terhadap diskriminasi anti-serikat dan campur tangan pengusaha;
pendaftaran serikat buruh di instansi pemerintah yang bertanggung jawab menangani urusan
ketenagakerjaan;

e  persyaratan dasar berkenaan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), hak
dan kewajiban, administrasi keuangan, kepemilikan dan pembubaran; dan

e  hak untuk melakukan perundingan PKB dan hak pekerja untuk memilih serikat yang akan
mewakili mereka dalam perundingan-perundingan demikian.

UU Serikat buruh dinilai jauh lebih baik daripada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Permenaker No.5/1998 tentang Pendaftaran Organisasi-organisasi Pekerja, dan memasukkan banyak
aspek standar perburuhan internasional. RUU ini meletakkan fondasi yang lebih sehat bagi pendaftaran
dan pengoperasian serikat-serikat buruh baru yang jumlahnya semakin bertambah, dan terhadap upaya
perwakilan pekerja dalam perundingan bersama. Persoalan utama dalam RUU ini adalah bagaimana
menghindari masalah yang timbul akibat banyaknya serikat buruh menyusul pemberlakuan UU ini.
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Prioritas kedua diberikan pada RUU-PPI. Konsultasi tripartit mengenai undang-undang ini dimulai
pada bulan Oktober 1998. Undang-undang ini mencakup serangkaian perselisihan industrial, termasuk
perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan PHK dan perselisihan antar-serikat di perusahaan
yang sama menyangkut implementasi hak dan kewajiban serikat. RUU ini menyediakan sejumlah proses
penyelesaian industrial, yaitu perundingan bipartit, mediasi, arbitrase industrial secara sukarela, pengadilan
industrial dan penyelesaian oleh hakim.

RUU tersebut telah dibahas dalam berbagai Lokakarya Konsultasi Tripartit Plus dan oleh Dewan
Tripartit Nasional.** Sebuah kelompok yang terdiri dari dua belas serikat buruh keluar meninggalkan
ruangan saat berlangsungnya konsultasi tripartit mengenai RUU tersebut pada bulan Juli 1999 karena lebih
memilih penerapan sistem peradilan perburuhan daripada sistem peradilan yang bersandar pada badan
penyelesaian perselisihan pusat dan daerah seperti diusulkan menteri. Kelompok ini dibentuk oleh
pemimpin SBSI, Muchtar Pakpahan, dan bermaksud mempersiapkan RUU sendiri mengenai enam hal:
serikat buruh, pengadilan perburuhan, jaminan sosial, pengupahan, hak usaha dan hak buruh/ kondisi kerja.

Sejumlah konsultasi tripartit telah dilakukan dalam rangka merevisi undang-undang perburuhan.
Sebuah tim penyusun tengah mempertimbangkan untuk memasukkan standar-standar perburuhan
internasional, khususnya konvensi-konvensi inti ILO, dalam rancangan ini. ILO telah mendukung
serangkaian lokakarya mengenai pekerja perempuan dan pekerja anak untuk membantu proses revisi
tersebut. Akan tetapi kelompok serikat buruh yang sama kembali meninggalkan ruangan pertemuan
tripartit plus yang membahas revisi undang-undang perburuhan, karena merasa bahwa perumusan kembali
undang-undang itu harus diserahkan kepada DPR.

Undang-undang perburuhan perlu direvisi bukan hanya karena ia sudah kadaluarsa dan tidak
relevan dengan perekonomian modern, tetapi juga karena ada kondisi-kondisi tertentu yang harus
ditangani, antara lain berdirinya serikat-serikat buruh yang baru dan bebas, perluasan (lingkup)
perundingan bersama dan implikasi yang timbul akibat perwakilan oleh lebih dari satu serikat buruh,
berubahnya aspirasi dan harapan pekerja, perselisihan industrial yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui
mekanisme yang ada atau melalui tindak represi militer atau polisi.

Reaksi Berbagai Pihak Terhadap Undang-undang Perburuhan Baru

Sebuah misi penasihat di bidang kebebasan berserikat telah dibentuk oleh ILO pada bulan Januari
2000. Misi tersebut melakukan pertemuan dengan wakil-wakil senior dari tiga serikat buruh yang paling
representatif, yaitu FSPSI, SPSI Reformasi dan SBSI. Mereka mengemukakan pelbagai keberatannya
sehubungan dengan RUU perburuhan yang baru.*

Serikat-serikat buruh besar mengkritik UU Serikat buruh karena memungkinkan pembentukan
serikat buruh dalam jumlah yang tidak terbatas. Jumlah serikat buruh yang terlalu banyak dirasa akan
memperlemah serikat buruh itu sendiri. Tetapi karena banyaknya perusahaan berskala kecil dan
menengah, maka diputuskan bahwa sejumlah kecil pekerja sepatutnya dapat membentuk serikat buruh
sendiri. Berdasarkan undang-undang serikat buruh yang baru, jumlah minimum pekerja yang dibutuhkan
untuk membentuk serikat adalah sepuluh orang. Selain itu, sekurang-kurangnya lima serikat buruh dapat
membentuk federasi, dan sedikitnya tiga federasi dapat membentuk sebuah konfederasi.*

42 Untuk pembahasan badan tripartit ini dan lainnya lihat Bab 4.
43 Dokumen internal ILO (24 - 27 Januari 2000)

4 JLO: Menguak Konvensi-konvensi inti ILO lewat dialog sosial..., op.cit..
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SPSI Reformasi merasa bahwa syarat-syarat/kriteria keanggotaan serikat buruh di tingkat
perusahaan hendaknya ditentukan oleh anggaran rumah tangganya sendiri, dan bukan berdasarkan
undang-undang. Misi menjelaskan bahwa pemerintah telah setuju untuk menghapus ketentuan ini dari
RUU Serikat buruh. Sedangkan FSPSI menyampaikan keprihatinannya atas kemunculan sejumlah besar
serikat buruh tanpa dukungan yang kuat dari bawah, sehingga mengancam kestabilan sistem hubungan
industrial. Mereka mengusulkan agar RUU Serikat buruh hanya menerima pendaftaran serikat yang
anggotanya terdiri dari pekerja saja, dan bukan yang terdiri dari LSM, mahasiswa dll. Mereka juga
percaya bahwa bila serikat buruh tingkat perusahaan dapat langsung berafiliasi dengan organisasi pekerja
internasional, hal ini dapat memperlemah federasi dan konfederasi nasional serikat buruh. Misi
menjelaskan bahwa masalah afiliasi merupakan masalah anggaran rumah tangga serikat buruh. Selain itu
dijelaskan pula bahwa afiliasi serikat buruh tingkat perusahaan dengan organisasi-organisasi pekerja
internasional agaknya mustahil, sebab anggaran rumah tangga organisasi pekerja internasional biasanya
menetapkan bahwa afiliasi hanya dapat dilakukan dengan serikat buruh di tingkat nasional.

SBSI keberatan dengan tidak adanya badan-badan konsultasi tripartit di tingkat kabupaten, propinsi
dan nasional dalam RUU Serikat buruh. SBSI juga menginginkan agar RUU tersebut mewajibkan
penerapan sistem check off. Pasalnya, merujuk pada pengalaman SBSI sendiri, ada kesulitan dalam
menarik iuran anggota karena pengusaha menolak untuk menerapkan sistem check off. Misi juga
menjumpai bahwa klausul-klausul mengenai keamanan serikat buruh sudah sesuai dengan Konvensi ILO
No.87, sejauh klausul-klausul tersebut merupakan hasil perundingan secara bebas antara organisasi
pekerja dengan pengusaha, walaupun klausul-klausul tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam undang-
undang itu sendiri.®

SBSI juga merasa prihatin karena dua undang-undang yang ada, yaitu Undang Undang Hukum
Pidana dan undang-undang mengenai pegawai negeri melanggar prinsip-prinsip kebebasan berserikat. Ia
khawatir keduanya akan memiliki bobot yang lebih besar daripada konvens-konvensi ILO yang sudah
diratifikasi, mengingat kedudukan hukum mereka lebih tinggi, karena keduanya disahkan oleh DPR
sementara konvensi ILO diratifikasi melalui keputusan presiden.*

Misi juga melakukan berbagai pertemuan dengan pejabat senior KADIN dan APINDO, guna
membahas keberatan-keberatan pengusaha terhadap RUU perburuhan yang baru. APINDO
mengemukakan masalah yang timbul sehubungan dengan pertumbuhan serikat buruh yang sangat pesat
sejak pemerintah meratifikasi Konvensi ILO No.87. Menurut APINDO, kebanyakan serikat buruh yang
baru dibentuk memiliki keterampilan berunding yang rendah. APINDO lebih suka melakukan perundingan
dengan satu serikat buruh tunggal yang mewakili mayoritas pekerja daripada dengan sekelompok serikat
buruh. Apabila di sebuah perusahaan tidak ada serikat buruh yang memperoleh dukungan mayoritas
pekerja, barulah APINDO bersedia melakukan perundingan dengan koalisi serikat buruh.

Sedangkan menurut KADIN ancaman yang paling serius terhadap sistem hubungan industrial
adalah munculnya serikat-serikat buruh baru yang tidak memahami fungsi serikat yang sesungguhnya, atau
mengerti bagaimana membela kepentingan anggotanya. Menurut KADIN situasi ini dapat diperbaiki
apabila ILO menawarkan bantuan pendidikan bagi pekerja, agar mereka sadar peran dan fungsi organisasi
pekerja yang sebenarnya.?’

Dalam pembahasan dengan pemerintah mengenai RUU perburuhan yang baru, Misi menjumpai
bahwa pemerintah bersedia merevisi RUU tersebut di hampir semua hal yang diajukan oleh misi.*

4 Dokumen internal ILO (24 - 27 Januari 2000)
46 Dokumen internal ILO (30 April - 6 Mei 2000)
4T Dokumen internal ILO (24 - 27 Januari 2000)

“ Ibid.
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Meskipun demikian, lebih dari satu setengah tahun sejak misi ini dilaksanakan, RUU perburuhan tersebut
masih saja tertunda pemberlakuannya.

Perkembangan Terkini Undang -undang Perburuhan

Pembahasan RUU-PPTK harus dilanjutkan hingga awal 2002. Sejumlah serikat buruh
berkeinginan untuk membagi RUU ini kedalam lima rancangan undang-undang yang terpisah, yaitu: (1)
RUU jaminan sosial, (2) RUU PHK; (3) RUU pengupahan dan kesejahteraan pekerja; (4) RUU
perundingan bersama; (5) RUU yang memuat hal-hal lain dalam RUU-PPTK yang belum dicakup dalam
empat RUU lainnya.

DPR juga nampak akan melanjutkan pembahasan RUU-PPI. Walaupun semula diharapkan RUU
ini akan diberlakukan sebelum akhir 2001, tetapi pengesahan RUU ini agaknya akan diundur hingga tahun
2002, akibat perdebatan atas komponen yang mengijinkan pengusaha secara unilateral membawa
perselisihan ke pengadilan industrial, sehingga menempatkan aksi mogok sebagai tidak sah. Ketentuan
tersebut bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kebebasan berserikat tentang hak mogok, dan ILO
secara konsisten telah menyarankan untuk tidak memasukan ketentuan tersebut kedalam naskah akhir
RUU.

Melanjuti pemberlakuan kedua RUU tersebut, perlu dilakukan kampanye pendidikan, khususnya di
tingkat perusahaan, sehingga pekerja dan pengusaha sadar akan hak dan tanggung jawabnya menurut
undang-undang yang baru. Di negeri yang beragam seperti Indonesia, menjangkau semua pekerja dan
pengusaha adalah sebuah tantangan.
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Bab Ill - Peserta Dialog Sosial

Organisasi Pekerja

Menyusul diratifikasinya Konvensi ILO NO.87 pada bulan Juni 1998 bermunculan banyak serikat
buruh baru. Sebelumnya pemerintah hanya merestui satu serikat buruh yang memonopoli semua urusan
berserikat, dan membatasi hak pekerja untuk berserikat dan berunding secara kolektif. Dengan
diberlakukannya UU No.21/2000 pada bulan Agustus 2000 serikat buruh sudah dapat dibentuk hanya oleh
sepuluh pekerja saja. Pada bulan Oktober 2001 tercatat telah berdiri 60 federasi serikat buruh di tingkat
nasional, dimana sebagian besar bersifat sektoral, dan 146 serikat buruh tingkat nasional yang mewakili
pekerja di perusahaan-perusahaan multinasional, seperti Coca Cola dan Nestle. Selain itu terdapat ribuan
serikat buruh independen di tingkat propinsi, beberapa diantaranya hanya ada di tingkat perusahaan.
Sebagian besar serikat buruh yang ada dibentuk pada tingkat perusahaan (jumlahnya tercatat mencapai
6.600 buah pada bulan Mei 2000), dan semakin lama semakin banyak dijumpai lebih dari satu serikat buruh
di satu perusahaan.*

Kondisi ini telah menimbulkan sejumlah masalah. Akibat terlalu banyaknya serikat buruh dengan
keanggotaan yang terpencar-pencar, sulit bagi gerakan buruh di Indonesia untuk menggalang kekuatan.
Dalam konsultasi tripartit misalnya, timbul masalah dalam menentukan serikat buruh mana yang harus
diikutsertakan dalam pembahasan. Pengusaha tidak tahu harus berunding dengan serikat buruh mana
karena di perusahaannya terdapat lebih dari satu serikat buruh. Masalah ini semakin rumit karena serikat
buruh diijinkan mendaftarkan diri di Depnaker tanpa harus memberikan bukti struktur serikat buruh yang
mereka bentuk, dan tanpa harus membuktikan bahwa mereka benar-benar mempunyai anggota.
Akibatnya, Depnaker tidak memiliki data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai
jumlah riil anggota sebuah serikat. Masalah verifikasi data keanggotaan serikat buruh akan dibahas secara
rinci dalam uraian selanjutnya.

Sejumlah serikat buruh internasional telah berusaha membujuk serikat-serikat buruh di Indonesia
untuk mengkonsolidasikan jumlah federasi mereka agar lebih mudah dikelola. Ada usulan supaya serikat-
serikat buruh yang ada membangun jaringan di tingkat sektoral guna mengafiliasikan serikat-serikat buruh
baru dengan organisasi yang lebih besar, sehingga memperkokoh perwakilan pekerja dalam perundingan
bersama. Sinyalemen positif yang menandai kesediaan serikat buruh untuk bersatu mulai tampak. Pada
tahun 1999 sebuah kelompok yang terdiri dari 10 serikat buruh bersatu untuk mengupayakan sebuah
undang-undang perburuhan baru versi serikat buruh untuk dipertimbangkan oleh DPR. Kemudian pada
akhir tahun 1999 atau awal tahun 2000 sebuah kelompok yang terdiri dari delapan federasi serikat buruh
(SPSI-Reformasi, SBSI, Sarbumusi, FNPBI, PPMI, AJI, ASPEK dan FOKUBA) membentuk Forum
Solidaritas Union (FSU). Tujuannya adalah mengambil sikap yang sama dalam pembahasan DPR
mengenai undang-undang serikat buruh yang tertunda.® FSU juga berinisiatif untuk membentuk
konfederasi serikat buruh, yang kelak akan diberi nama Konfederasi Serikat buruh Indonesia (KSPI).
Anggaran dasar konfederasi ini disusun oleh sebuah kelompok yang terdiri dari delapan federasi serikat
buruh pada musim semi tahun 2001, dan konfederasi ini secara formal dinyatakan terbentuk pada Juli
2001.

YILO: Menguak Konvensi-konvensi inti ILO lewat dialog sosial, op.cit.

30 Dokumen internal ILO (7 April 2000)
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Pemerintah juga mengakui bahwa banyaknya serikat buruh yang ada dan banyaknya PKB yang
dibuat dapat menciptakan berbagai masalah. Semakin banyak serikat buruh, semakin keras juga
persaingan diantara mereka untuk merekrut anggota. Di sisi lain, semakin banyak PKB semakin besar
pula kemungkinan terjadinya perselisihan diantara sesama serikat buruh, apalagi undang-undang baru
mengenai penyelesaian perselisihan serikat buruh masih belum diberlakukan. Sedangkan mengenai
konsultasi, pemerintah harus menempuh berbagai forum di berbagai tingkat yang berbeda untuk
berkonsultasi dengan pekerja. Hal ini terlalu banyak memakan waktu dan tidak efisien. “Perlu ada
keseimbangan antara hak pekerja untuk membentuk serikat dengan kebutuhan untuk membangun sistem
yang efektif, yang dapat mengidentifikasi wakil-wakil pekerja yang sejati.”' Hingga kini sistem demikian
masih belum ada.

Proses Verifikasi

Hingga bulan Oktober 2001 terdapat 60 federasi serikat buruh yang telah terdaftar di Depnaker,
dan angka ini selalu berubah sepanjang tahun. Sementara itu tidak ada sistem verifikasi yang efektif untuk
mengetahui jumlah anggota sesungguhnya yang mereka miliki. Berdasarkan proses pendaftaran serikat
buruh saat ini, Depnaker tidak mewajibkan serikat untuk membuktikan kebenaran klaim keanggotaan
sebuah serikat. Akibatnya, banyak serikat buruh yang jumlah anggotanya dilebih-lebihkan secara tidak
bertanggung jawab. Depnaker menyadari perlunya menyiapkan sebuah sistem verifikasi, dan hal ini juga
telah dibahas dalam pertemuan-pertemuan Dewan Tripartit Nasional belakangan ini.

Direktorat Hubungan Industrial Depnakertrans melalui koordinasi dengan Biro Pusat Statistik
(BPS) baru-baru ini telah menyusun proposal verifikasi keanggotaan serikat buruh. Proposal tersebut
menyarankan dibentuknya tim verifikasi yang terdiri dari pejabat-pejabat di lingkungan Depnakertrans,
wakil-wakil serikat buruh dan perguruan tinggi, guna melakukan validasi data keanggotaan serikat buruh.
Berdasarkan proposal ini, masing-masing serikat buruh harus memberikan persetujuannya atas jumlah
keanggotaan yang terkumpul dari tingkat paling bawah (tingkat perusahaan) sampai ke tingkat paling tinggi
(tingkat federasi), sebagai cara untuk memastikan bahwa jumlah tersebut akurat dan tidak perlu diragukan
kebenarannya. Depnaker sampai pada proses ini setelah mengikuti lokakarya tripartit yang
diselenggarakan oleh Yayasan Friedrich Ebert Stiftung (FES). Dalam lokakarya tersebut, mitra-mitra sosial
diminta memberi saran tentang prosedur verifikasi yang paling adil, sama rata, transparan dan secara
finansial murah.

Pada bulan Mei 2001 Menakertrans melayangkan surat kepada gubernur di propinsi-propinsi untuk
menjelaskan prosedur verifikasi tersebut sekaligus meminta mereka berpartisipasi didalamnya. (Karena
UU Otonomi Daerah, Menakertrans tidak lagi berwenang memerintahkan daerah untuk berpartisipasi
dalam inisiatif-inisiatif seperti ini. Menteri hanya dapat meminta kesediaan mereka untuk bekerja sama dan
berpartisipasi). Tetapi proses ini tertunda karena Menteri, dengan dalih tidak ada dana yang tersedia,
menolak menyisihkan anggaran untuk rencana tersebut. Saat ini Menteri meminta ILO dan pihak donor
lain untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan bagi proses verifikasi, serta mengembangkan proses yang
berkesinambungan guna memastikan bahwa di masa mendatang data serikat buruh yang ada adalah data
terkini.>

! Ibid.

32 Wawancara dengan Depnakertrans, 22 Mei 2001.
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Keterwakilan Pekerja Dalam Serikat

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masalah keterwakilan dalam serikat buruh. Sampai
sejauh ini tidak ada indikator yang jelas untuk menetapkan kelayakan serikat buruh. Apakah harus
didasarkan pada jumlah anggota, membentuk koalisi serikat buruh, atau dengan meminta beberapa serikat
buruh melimpahkan wewenang mereka kepada serikat buruh lainnya? ILO sendiri tidak memberikan
definisi mengenai ‘“‘serikat buruh yang paling representatif”’. Kendati demikian, pengertian ini ditafsirkan
oleh ILO berdasarkan Konvensi No.144:

Organisasi pengusaha dan pekerja yang paling representatif tidak sama dengan organisasi

pengusaha dan organisasi pekerja yang terbesar. Apabila di sebuah negara terdapat dua

atau lebih organisasi pengusaha atau pekerja yang mewakili sekumpulan pendapat yang

signifikan, maka, meskipun salah satunya mungkin lebih besar daripada yang lainnya,

organisasi-organisasi itu dapat dianggap sebagai yang paling representatif dalam konteks

Konvensi ini. Karena itu, Pemerintah hendaknya mengupayakan agar semua organisasi

pekerja setuju menyusun prosedur konsultasi sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi.

Tetapi kalau hal ini tidak memungkinkan, batu loncatan terakhir yang dimiliki pemerintah

adalah memutuskan, dengan itikad baik dan dengan memperhatikan kondisi nasional yang

ada, organisasi-organisasi mana yang pantas dianggap sebagai yang paling representatif.>

Masalah keterwakilan penting dalam beberapa aspek. Pertama, peraturan pembentukan Dewan
Tripartit Nasional dewasa ini hanya memungkinkan keikutsertaan serikat buruh yang dulunya dikendalikan
pemerintah, yaitu FSPSI. Peraturan ini perlu diubah dengan mengikutsertakan serikat-serikat buruh lain.
Tetapi Depnakertrans mengatakan bahwa langkah ini akan diambil hanya bila data anggota serikat buruh
telah diverifikasi. Meskipun serikat buruh yang paling representatif tidak harus yang terbesar dari segi
ukurannya, Depnakertrans tetap menekankan pentingnya mengetahui jumlah riil anggota serikat buruh
sebelum menentukan jatah kursi baginya di Dewan Tripartit. Setelah verifikasi keanggotaan serikat buruh
selesai dilakukan, Depnakertrans akan memutuskan serikat buruh mana yang layak diikutsertakan beserta
proporsi keikutsertaannya. Komposisi Dewan Tripartit Nasional dewasa ini terdiri dari 20 wakil
pemerintah, 10 wakil pengusaha (APINDO) dan 10 wakil pekerja (FSPSI). Apabila rasio ini tidak
berubah, maka pertanyaan yang timbul adalah serikat buruh mana saja yang layak menduduki 10 kursi
yang diperuntukkan bagi wakil pekerja dalam Dewan Tripartit Nasional? Apakah serikat buruh yang
jumlah anggotanya paling banyak, atau haruskah mempertimbangkan juga faktor-faktor lain? FSPM
misalnya, menyarankan agar dimasukkan kriteria tambahan dalam menetapkan serikat buruh yang layak
mendapat tempat dalam badan-badan tripartit. Kriteria tambahan itu antara lain meliputi besarnya total
iuran yang benar-benar dibayar oleh anggota, dan apakah ia berafiliasi dengan serikat buruh
internasional .>*

Sementara itu SBSI menyusun sebuah konsep kolektif mengenai perwakilan serikat buruh di
badan-badan tripartit. Konsep ini mendapat dukungan sementara dari 11 federasi serikat buruh lainnya
maupun dari Depnakertrans. Rumusan untuk menentukan serikat buruh yang layak mendapat jatah kursi di
Dewan Tripartit tingkat nasional, propinsi dan kabupaten adalah sebagai berikut:>

1. Untuk tingkat nasional, apabila sebuah federasi:
a. Memiliki minimum 10 cabang yang terdaftar di dinas tenaga kerja daerah di lima propinsi;
b. Terdaftar di Depnakertrans sebagai federasi;

3 ILO: General survey of 2000, Jenewa (2000), par.34.
5% Wawancara dengan kantor FSPM di Bandung, 25 Mei 2001.

35 Wawancara dengan SBSI, Jakarta, 23 Mei 2001.
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c. Memiliki 500 serikat buruh tingkat perusahaan/pabrik atau memiliki anggota sebanyak 500.000
orang,
Federasi yang memenuhi kriteria ini berhak mendapat satu kursi dalam dewan tripartit nasional.

2. Untuk tingkat propinsi,
a. Memiliki minimum empat cabang yang terdaftar di dinas tenaga kerja di dua kota atau
kabupaten;
Terdaftar di dinas tenaga kerja daerah tingkat propinsi
c. Memiliki sekurang-kurangnya 20 serikat buruh tingkat perusahaan/pabrik atau memiliki anggota
sebanyak 20.000 orang,
Serikat buruh yang memenubhi kriteria ini berhak mendapat satu kursi dalam dewan tripartit propinsi.

3. Untuk tingkat kabupaten,
a. Memiliki minimum dua cabang yang terdaftar di dinas tenaga kerja daerah tingkat kabupaten
b.  Terdaftar di dinas tenaga kerja daerah tingkat kabupaten
c. Memiliki sekurang-kurangnya lima serikat buruh tingkat perusahaan/pabrik atau memiliki
anggota sebanyak 5.000 orang,
Serikat buruh yang memenubhi kriteria ini berhak mendapat satu kursi dalam dewan tripartit
kabupaten.

Bisa saja dukungan yang diberikan terhadap rumusan ini menghilang dengan sendirinya setelah
verifikasi data keanggotaan serikat buruh selesai dilaksanakan. Sebab, klaim atas jumlah anggota akhirnya
harus dihadapkan pada hasil verifikasi yang dilakukan pemerintah, mengingat banyak serikat buruh yang
dianggap terlalu membesar-besarkan jumlah anggotanya.

Kedua, penentuan serikat buruh yang paling representatif juga penting dalam menentukan
komposisi serikat buruh dalam delegasi Indonesia yang dikirim ke Konferensi Perburuhan Internasional
tahunan. Pada tahun 2001, tidak kurang dari 17 utusan serikat buruh dari Indonesia ikut ambil bagian
dalam Konferensi. Sebenarnya pemilihan utusan serikat buruh ke konferensi tersebut telah diupayakan di
awal bulan Mei 2001, dengan satu federasi memberikan satu suara. Dari hasil pemungutan suara tersebut
terpilih sembilan federasi, dimana beberapa diantaranya adalah federasi serikat buruh yang terkecil.
Karena dua federasi serikat buruh terbesar tidak termasuk dalam sembilan federasi yang terpilih
berdasarkan pemungutan suara tersebut, maka kemudian diputuskan untuk memperluas jumlah anggota
delegasi. Akhirnya, seluruhnya ada 17 serikat buruh yang ikut dalam delegasi Indonesia ke konferensi
tersebut. Diharapkan rumusan yang obyektif dalam menentukan serikat buruh yang representatif dapat
mengantisipasi persoalan semacam ini di masa mendatang.>

Ketiga, isu keterwakilan muncul dari kenyataan bahwa jumlah pekerja yang menjadi anggota
serikat masih sedikit. Karena masalah verifikasi masih belum terpecahkan, tidak mudah untuk mendapat
informasi yang akurat mengenai tingkat kepadatan serikat buruh di Indonesia, yang diperkirakan masih
kurang dari 10 persen. Menurut keterangan pemerintah, dari 180.000 perusahaan yang memiliki karyawan
sebanyak 50 orang atau lebih, hanya 12.000 diantaranya yang telah berdiri serikat buruh.”’

Keempat, masalah keterwakilan juga mulai menimbulkan dampak serius dalam perundingan
bersama, sebab tidak ada cara yang efektif untuk menentukan serikat buruh mana yang layak maju ke
meja perundingan apabila di sebuah perusahaan terdapat lebih dari satu serikat. Masalah ini akan dibahas
lebih lanjut pada bagian yang mengulas perundingan bersama.

57 Wawancara dengan Abhik Gosh, Senior Ahli Hubungan Industrial, ILO-SEAPAT, Jakarta, 21 Mei 2001.

57 Wawancara dengan SPTSK, Jakarta, 28 Mei 2001.
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Organisasi Pengusaha

Jika jumlah organisasi serikat buruh sedemikian besar, organisasi pengusaha justru mengalami hal
yang sebaliknya. Di Indonesia hanya ada satu organisasi pengusaha, yaitu APINDO. Selain APINDO ada
berbagai organisasi pengusaha yang bersifat sektoral yang mulai menyatakan diri sebagai asosiasi
pengusaha yang independen. Karena itu di kemudian hari mungkin saja terjadi fragmentasi di kalangan
organisasi pengusaha. Organisasi lain yang juga membela kepentingan pengusaha adalah KADIN. Secara
umum KADIN hanya menawarkan bantuan di bidang pengembangan usaha, dan tidak menyediakan
keahlian bagi pengusaha dalam menangani hubungan industrial.

APINDO semula terdaftar sebagai LSM, tetapi sekarang terdaftar sebagai organisasi pengusaha.
Setelah ditandatanganinya memo kesepahaman antara KADIN dan APINDO, diputuskan bahwa
APINDO akan mengurusi hubungan perburuhan dan industrial. Ada yang mempersoalkan bahwa
pemisahan tugas antara KADIN dan APINDO justru akan memperlemah kedudukan asosiasi pengusaha.
Memang secara keseluruhan APINDO dinilai sebagai organisasi yang lemah dan tidak representatif. Data
statistik pemerintah menunjukan bahwa hanya sekitar 10.000 dari 179.000 pengusaha yang terdaftar di
Indonesia —kurang dari 6%— yang menjadi anggota APINDO. Selain itu, APINDO tidak mewakili pemilik
perusahaan dan tidak memiliki otoritas atau wewenang untuk melakukan perundingan atas nama
pengusaha.

Kendati demikian, APINDO merupakan organisasi yang lebih representatif untuk mengurus
kebijakan perburuhan dan sosial. Banyak pengusaha besar yang menjadi anggota organisasi ini, dan
APINDO memberikan bantuan kepada mereka dalam menangani urusan perburuhan. Perusahaan-
perusahaan kecil dan menengah yang biasanya dimiliki oleh warga etnis Tionghoa umumnya tidak menjadi
anggota APINDO.

Wakil-wakil dari APINDO mengakui bahwa anggotanya membutuhkan pelatihan untuk
membangun kapasitasnya, dan dengan bantuan ILO layanan ini tengah dipersiapkan. APINDO kini
memfokuskan energinya bagi peningkatan keterampilan pengurus, perbaikan-perbaikan fasilitas, serta
pelatihan bagi anggota maupun bukan anggota APINDO mengenai cara memperlakukan pekerja
sebagaimana mestinya. Sebagian besar peserta lokakarya ILO tentang peningkatan pemahaman
(dijabarkan di Bab 2) berasal dari manajemen tingkat atas, perhatian yang lebih besar kini diberikan juga
untuk mendidik pengusaha tingkat yang lebih rendah mengenai Konvensi-konvensi ILO.*®

Otonomi Mitra Sosial dari Partai-partai Politik

Sebelum tahun 1998, ketika FSPSI masih merupakan satu-satunya serikat buruh yang secara sah
diakui pemerintah, organisasi ini pada intinya dikendalikan oleh pemerintah dan mempunyai hubungan yang
sangat erat dengan GOLKAR yang merupakan partai politik yang berkuasa. Akibatnya, ia kurang atau
bahkan tidak memiliki otonomi sama sekali. Setelah kebebasan berserikat muncul pada tahun 1998,
sejumlah besar serikat buruh lahir, dan beberapa diantaranya memiliki tujuan politik tertentu. Secara resmi
serikat buruh tidak dikendalikan oleh partai-partai politik dan dapat berserikat secara bebas. Tetapi
kenyataaannya sebagian besar serikat memiliki koneksi politik dan cenderung berafiliasi dengan satu atau
lebih partai politik. Hal ini terbukti dengan jelas dalam kasus Menakertrans saat ini, Jacob Nuwa Wea,
yang msih tetap memimpin KSPSI. Beberapa federasi serikat buruh berupaya menarik garis perbedaan
yang tegas antara serikat buruh dan politik. Sebagai contoh SPTSK, sebuah federasi serikat buruh di

38 Dokumen internal ILO (30 April - 6 Mei 2000).
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sektor tekstil dan garmen, telah melarang jajaran pimpinannya untuk memegang jabatan pimpinan partai
politik.”

Beberapa serikat buruh mensinyalir ada pengusaha yang membentuk serikat buruh untuk mereka
kendalikan sendiri (serikat buruh “kuning”), sebagai upaya memecah-belah persatuan pekerja dan
menghalangi pekerja bergabung dengan serikat yang baru dibentuk. Serikat buruh bentukan pengusaha ini
lebih sering dijumpai pada perusahaan-perusahaan lokal dibanding pada perusahaan multinasional, yang
lebih terbuka dalam menerima hak kebebasan berserikat.®

Otonomi Keuangan

APINDO dan sejumlah serikat buruh memiliki otonomi keuangan, dalam arti dukungan dana yang
mereka dapatkan lebih berasal dari iuran anggota daripada dana pemerintah. Dukungan dana dalam jumlah
besar juga datang dari sumber-sumber internasional, termasuk dari serikat buruh internasional dan LSM
internasional. Keputusan Menteri No.16/2001 mewajibkan serikat buruh melaporkan dana yang mereka
terima dari sumber-sumber internasional.

Sebelum tahun 1998 iuran anggota serikat buruh dikumpulkan dengan sistem check off, kemudian
didistribusikan ke FSPSI sebagai serikat buruh tunggal yang dikendalikan pemerintah. Hal ini rupanya
masih terus berlangsung hingga sekarang. Akibatnya banyak serikat buruh mengeluh bahwa penarikan
iuran melalui sistem check-off'tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha masih terus mengirimkan
semua iuran yang terkumpul ke FSPSI, sekalipun di perusahaan yang bersangkutan sudah berdiri serikat
buruh lain selain FSPSI. Guna memastikan bahwa iuran sampai ke tangan serikat buruh yang
bersangkutan, serikat-serikat buruh seperti SBSI menolak diberlakukannya sistem check-off di
perusahaan —kecuali bila mayoritas pekerja di perusahaan tersebut adalah anggotanya— dan memilih
penarikan iuran secara manual. Namun proses tersebut kurang berhasil karena jumlah iuran yang bisa
ditarik secara manual masih jauh dari memuaskan. Dengan kata lain, jumlah anggota yang membayar
iuran hanya sedikit. Distribusi iuran adalah sebagai berikut: 40% diberikan kepada serikat buruh tingkat
perusahaan, 30% kepada serikat buruh cabang, dan 30% sisanya ke serikat buruh tingkat pusat. Setiap
tiga bulan federasi serikat buruh tingkat pusat mendistribusikan 5% ke tingkat propinsi, 15% ke tingkat
sektoral nasional dan menahan 10% di tingkat pusat.®!

Menurut ASPEK, iuran dikumpulkan secara manual dan juga melalui sistem check-off. Dari total
iuran yang terkumpul, 15% diberikan kepada federasi dan sisanya diserahkan kepada serikat buruh lokal.
Federasi menyelenggarakan pertemuan tingkat nasional setiap tiga bulan untuk mengkaji ulang kondisi
keuangan serikat buruh, termasuk cara penarikan dan penggunaan iuran. Setiap afiliasi diminta untuk

memperbaharui data keanggotaan setiap tiga bulan, guna membantu memastikan perhitungan yang akurat
tentang jumlah iuran.®

Meskipun penerapan sistem check-off mengakibatkan sedikitnya iuran yang terkumpul, banyak

39 Wawancara dengan SPTSK, 28 Mei 2001.
0 Wawancara dengan ASPEK, Jakarta, 22 Mei 2001.
1 Wawancara dengan SBSI, 23 Mei 2001.

2 Wawancara dengan ASPEK, 22 Mei 2001.

35



serikat yang masih sanggup mempertahankan kelangsungannya hanya dengan mengandalkan sumbangan
dana dari serikat buruh internasional. Serikat buruh memang perlu waktu untuk mengembangkan sistem
penarikan iuran yang lebih handal, supaya mereka dapat mandiri secara keuangan.

Instansi-instansi Pemerintah yang Terlibat Dalam Dialog Sosial

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Instansi pemerintah yang paling terlibat dalam dialog sosial adalah Depnakertrans. Alokasi
anggaran yang relatif rendah yang diberikan pemerintah kepada departemen ini menunjukkan bahwa
secara tradisional masalah perburuhan bukanlah prioritas pemerintah. Pemerintah menganggap masalah
perburuhan kurang penting, terlihat dari digabungnya Departemen Tenaga Kerja dengan Departemen
Transmigrasi pada awal tahun 2001. Menteri yang diangkat untuk membawahi instansi gabungan ini adalah
Alhilal Hamdi, yang berasal dari Departemen Transmigrasi dan dikabarkan tidak memiliki pengalaman dan
keahlian yang memadai dalam bidang perburuhan dan lapangan pekerjaan. Komentar serupa juga datang
dari staf yang ditempatkannya pada jabatan-jabatan tingkat tinggi di lingkungan Depnakertrans.

Gejolak politik seputar upaya untuk mendongkel Abdurrahman Wahid juga membawa pengaruh
negatif terhadap Depnakertrans. Selama berbulan-bulan staf Depnakertrans lebih memikirkan nasib
pemerintahan Abdurrahman Wahid daripada mengurus tugas administrasi mereka. Dengan beralihnya
tampuk kekuasaan kepada Megawati dan pengangkatan Jacob Nuwa Wea sebagai Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi di bulan Agustus 2001, diharapkan upaya dan tenaga Depnakertrans akan terfokus pada
upaya penyelesaian masalah-masalah utama perburuhan.

Meskipun didera oleh berbagai masalah dan gejolak, Depnakertrans tetap memainkan peran
penting dalam hubungan industrial —-meskipun telah menurun drastis dibandingkan masa sebelum tahun
1998, saat pemerintah memegang peran kunci dalam hubungan industrial. Peran pemerintah dapat dibagi
menjadi empat bagian:

e regulator (pengatur) yang bertugas mengeluarkan peraturan termasuk keputusan menteri setelah
berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait;

e fasilitator, dengan menciptakan sarana bagi terselenggaranya dialog sosial dan mekanisme
penyelesaian perselisihan;

e  mediator, dengan menetapkan mediator resmi yang dituntut untuk memberikan nasihat bagi
penyelesaian perselisihan; dan

e  pembina, dengan menjamin tersedianya Sumber Daya Manusia yang efisien dan berkemampuan.

Salah satu produk yang dihasilkan oleh Depnakertrans adalah buku ‘“Pedoman Implementasi
Hubungan Industrial di Indonesia, 1999”. Buku ini mengidentifikasi peran dan tanggung jawab mitra sosial,
dan menyatakan bahwa serikat buruh mempunyai peran yang dapat dimainkan dalam kancah hubungan
industrial dengan menyalurkan aspirasi, melindungi serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Selain
itu, buku ini juga mengidentifikasi fungsi pengembangan serikat buruh, upaya meningkatkan partisipasi
serikat buruh dalam pembangunan, upaya mendidik anggota serikat buruh mengenai kewajiban mereka
terhadap perusahaan dan masyarakat, serta membantu terciptanya masyarakat industrial dengan disiplin
dan produktivitas.®

S TLO: Tripartite summit on social dialogue: proceedings, Pertemuan Tripartit tentang Dialog Sosial, oleh Tara
Soeprobo, op.cit.
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Instansi-instansi Pemerintah Lainnya

Sejumlah instansi pemerintah lainnya juga ikut ambil bagian dalam kerangka tripartit dan mendapat
jatah kursi dalam Dewan Tripartit LKS. Instansi-instansi yang dimaksud adalah:
e  Departemen Perdagangan dan Industri
e  Departemen Penerangan
e  Departemen Dalam Negeri
e  Departemen Kehutanan

Keterlibatan Masyarakat Sipil

Di tingkat nasional dan daerah terdapat struktur tripartit p/us, yakni forum tripartit yang
mengikutsertakan wakil-wakil dari perguruan tinggi dan kalangan profesi, antara lain ahli hukum dan
dokter.

Organisasi masyarakat sipil sudah secara aktif dilibatkan dalam proses reformasi undang-undang
perburuhan. Lembaga bantuan hukum utamanya, telah diajak untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan di bidang hukum yang ternyata masih lemah baik dari sisi pengusaha maupun serikat buruh.
Serikat buruh bahkan melangkah lebih jauh dengan meminta LBH mengomentari RUU Perburuhan.
Pekerja merasakan kebutuhan akan struktur tripartit p/us, mengajak tenaga ahli dan kalangan perguruan
tinggi untuk membantu meningkatkan kualitas pembahasan. Kelompok-kelompok perempuan, asosiasi
pekerja migran dan LSM yang menangani masalah pekerja anak juga diikutsertakan dalam proses ini.
Alasan mengapa mereka diikutsertakan adalah karena mereka selama ini cenderung sangat vokal.
Disamping itu ada kekhawatiran bahwa LSM-LSM ini akan menarik para anggota organisasi pengusaha
dan serikat buruh. Dengan pertimbangan demikian maka lebih baik mereka diajak dan dijadikan mitra
daripada dibiarkan tinggal di luar sebagai pesaing.

Situasi Kaum Perempuan, Kesenjangan Masukan dan Pengaruh

Perempuan Dalam Ekonomi

Menurut data Sensus Kependudukan tahun 2000, sebanyak 38.5% dari total angkatan kerja
berusia 15 tahun ke atas adalah perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah 51,7% pada
tahun 2000, dibandingkan 84,2% untuk pria, dan angka ini cukup konsisten sejak tahun 1980-an.
Sebagaimana terlihat dalam Tabel IV, perempuan dipekerjakan di semua sektor perekonomian utama,
meskipun cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu. Jumlah tenaga kerja perempuan lebih
banyak daripada jumlah tenaga kerja pria hanya di satu sektor, yaitu sektor perdagangan grosir dan eceran,
restoran dan hotel. Selain itu jumlah perempuan yang bekerja di sektor manufaktur, pertanian, dan layanan
masyarakat, sosial dan umum juga relatif cukup besar.
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Tabel 4
Lapangan Kerja Lintas Industri Menurut Jenis Kelamin, 1998

Sektor % perempuan % laki-laki
Pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan 39 61
Pertambangan dan galian 15 85
Industri manufaktur 45 55
Listrik, gas dan air 11 89
Konstruksi 4 96
Perdagangan grosir, eceran, restoran dan hotel 51 49
Transportasi, penyimpanan dan komunikasi 3 97
Jasa pembiayaan, asuransi, real estate, dan usaha 33 67
Layanan kemasyarakatan, sosial dan personal 37 63

Sumber: Sensus kependudukan nasional, 2000

Meskipun tenaga kerja perempuan banyak dijumpai di sektor-sektor tertentu, perempuan tetap saja
memiliki kedudukan yang kurang menguntungkan dalam angkatan kerja Indonesia. Berbagai upaya hukum
telah ditempuh untuk meningkatkan situasi pekerja perempuan. Dalam undang-undang atau peraturan
hukum sendiri upaya ini dapat dikategorikan dalam empat bagian, yaitu: peraturan yang memberikan
kesempatan yang sama kepada pria maupun perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja; peraturan
anti diskriminasi; undang-undang dan peraturan untuk memberikan kondisi kerja yang aman dan sehat;
undang-undang dan peraturan untuk meningkatkan ketersediaan faktor produksi bagi perempuan, misalnya
kredit, informasi dan teknologi yang memungkinkan perempuan menciptakan usaha sendiri.*

Meskipun sudah ada undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan, masih
menjadi pertanyaan sejauh mana undang-undang itu dilaksanakan atau ditaati. Hal ini diakibatkan oleh
rendahnya atau kurangnya kesadaran pekerja maupun pengusaha akan hak dan kewajiban masing-masing
menurut kacamata hukum, sehingga terjadi diskriminasi dalam perekrutan dan pemberian upah. Di
samping itu, serikat buruh cenderung didominasi oleh laki-laki dan karena itu tidak cukup peka terhadap
masalah yang dihadapi pekerja perempuan. Masalah lainnya adalah ketiadaan perlindungan terhadap
pekerja perempuan di sektor informal. Tenaga kerja perempuan di sektor informal tidak terjangkau oleh
upaya perlindungan yang diberikan dalam undang-undang perburuhan, karena undang-undang tersebut
hanya berlaku bagi mereka yang bekerja di sektor formal. Selain itu perlakuan dan penilaian yang
bertumpu pada pandangan stereotip jenis kelamin ternyata masih dijumpai di kalangan pejabat pemerintah,
pengusaha dan serikat buruh.

Hal ini tampak nyata dalam sebuah kasus yang baru-baru ini terjadi, yang menunjukkan bagaimana
pemasungan hak pekerja perempuan dilakukan baik oleh pengusaha maupun pemerintah. Sebuah
peraturan di sektor perbankan mewajibkan pekerja perempuan menandatangani pernyataan bahwa
mereka tidak akan hamil dalam waktu sekurang-kurangnya dua setengah tahun setelah diterima bekerja.
Meskipun persyaratan ini jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang —yang melarang diskriminasi
dalam memberi pekerjaan kepada perempuan hamil- Depnakertrans tetap menandatangani peraturan itu
tanpa menghilangkan ketentuan diskriminatif yang terkandung didalamnya. Kasus ini akhirnya diadukan ke
pengadilan dan ketentuan diskriminasi tersebut dicabut.®

8 ILO-SEAPAT: Indonesia: A gender review of globalization, legislation, policies and institutional frameworks
(Manila, 1999)

65 Wawancara dengan kantor FSPM di Bandung, 25 Mei 2001.
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Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita

Disamping prakrasa legislatif untuk menangani masalah pekerja perempuan, pada tahun 1978
pemerintah membentuk kementrian yang menangani peran perempuan. Lembaga ini semula dipimpin oleh
seorang menteri muda, tetapi kemudian ditingkatkan menjadi Kementerian Negara Urusan Peranan
Wanita (Menperta) pada tahun 1983. Menurut Keputusan Presiden No.25/1983, fungsi kementerian ini
adalah:

e menyiapkan dan merancang kebijakan pemerintah di bidang peningkatan peranan perempuan di
semua bidang pembangunan;

e  mengkoordinasikan semua kegiatan untuk mencapai kerjasama yang seimbang dan terpadu dalam
implementasi secara keseluruhan;

e  mengkoordinasikan kegiatan operasional berbagai instansi pemerintah, lembaga-lembaga dan
organisasi-organisasi non-pemerintah, berkenaan dengan program-program yang dimaksudkan
untuk meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan; dan

e  menyerahkan laporan, informasi dan rekomendasi mengenai upaya peningkatan peranan
perempuan dalam pembangunan.

Kementrian ini memiliki tujuh kelompok kerja didalamnya, beberapa di antaranya melibatkan LSM,
tetapi kelompok-kelompok kerja ini tidak bersifat tripartit. Kelompok Kerja Produktivitas Perempuan
dikoordinasikan oleh Asisten Menteri yang menangani Pekerja Perempuan atau Perempuan dalam
Angkatan Kerja. Masalah utama yang dihadapi kementerian ini adalah kurangnya sumber daya manusia
dan sumber daya lainnya, sehingga mempersulit implementasi kebijakan.

Perempuan dan Dialog Sosial

Meskipun tidak ada data yang dapat diandalkan mengenai jumlah perempuan yang menempati
posisi pimpinan dalam asosiasi pengusaha dan serikat buruh, bukti yang bersifat anekdot menunjukkan
bahwa perempuan pada umumnya tidak berada dalam posisi yang memiliki wewenang atau pengambil
keputusan. Salah satu serikat buruh di bidang industri tekstil, SPTSK, mengakui hal ini sebagai sebuah
masalah. Meskipun 70 persen anggota SPTSK adalah perempuan, perempuan menduduki kurang dari
25% dalam jajaran kepemimpinan di SPTSK. Karena itu SPTSK terus berupaya meningkatkan
kemampuan perempuan dalam kepemimpinan dan memberikan pelatihan kepada pria dan perempuan
secara bersama-sama, agar tumbuh rasa percaya diri kaum perempuan bahwa mereka sanggup memimpin
sebagaimana laki-laki.?’

Perempuan juga cenderung kurang terwakili dalam lembaga-lembaga tripartit. Dalam Dewan
Tripartit Nasional misalnya, semua wakil dari pihak pengusaha maupun pekerja adalah laki-laki, dan hanya
ada dua perempuan yang mewakili pemerintah. Perempuan juga absen dari dewan-dewan tripartit khusus
yang secara spesifik menangani produktivitas, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengupahan dan
pelatihan kejuruan. Karena itu tidak heran bila hal-hal yang menyangkut kepentingan pekerja perempuan
seperti cuti melahirkan, perlindungan kehamilan dan perawatan anak jarang dibahas dalam forum-forum
tripartit ini.®®

% TLO-SEAPAT: Indonesia: A gender review of globalization, legisiation, policies and institutional frameworks,
op.cit.

67 Wawancara dengan SPTSK, 28 Mei 2001.

6 Wawancara dengan Depnakertrans Pusat, 28 Mei 2001.
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Bab IV - Bentuk-bentuk dan Proses Dialog Sosial

Dialog Terlembaga dan/atau Dialog Ad Hoc

Dialog sosial di Indonesia dapat berlangsung melalui lembaga-lembaga tripartit resmi atau atas
dasar ad hoc. Dialog yang terlembaga, termasuk pembentukan berbagai lembaga tripartit, akan dijelaskan
dalam bagian berikut ini. Dialog terlembaga pada umumnya dinilai tidak produktif dan tidak efisien, antara
lain karena suara seluruh serikat buruh yang ada tidak terwakili, berhubung FSPSI adalah satu-satunya
serikat buruh yang secara hukum diperbolehkan berpartisipasi dalam lembaga-lembaga tripartit resmi.
Untuk menjembatani kesenjangan ini sambil menanti perubahan undang-undang perburuhan sehingga
mencerminkan keberadaan serikat-serikat buruh baru dilakukan dialog secara ad hoc —yang secara lebih
luas melibatkan federasi-federasi serikat buruh.

Beberapa dialog sosial yang lebih aktif, walau belum tentu efektif, yang telah berlangsung
beberapa tahun terakhir ini merupakan dialog sosial atas dasar ad hoc. Ia terutama berupa seminar-
seminar tripartit yang disponsori ILO mengenai reformasi undang-undang perburuhan dan konvensi-
konvensi dasar ILO. Atas persetujuan pemerintah, sebuah tim perancang ad Aoc yang bersifat tripartit
dibentuk untuk mengkaji ulang undang-undang perburuhan. Anggota tim ini dipilih setelah sidang pleno,
dimana organisasi yang hadir diminta mengirimkan wakilnya untuk terlibat dalam tim perancang. Ketika
proses ini dimulai pada tahun 1999 verifikasi keanggotaan serikat buruh belum sepenuhnya dilakukan,
sehingga sulit mengetahui serikat buruh yang paling representatif. Karena itu semua federasi serikat buruh
yang ada (33 serikat buruh) diundang untuk mengirimkan perwakilannya, walaupun hanya separuh
diantaranya yang mengirimkan. Sayangnya mereka tidak membawa mandat untuk menyampaikan apa
yang menjadi kepentingan, pesan dan pendapat secara organisasional, melainkan hanya memberikan
pendapat pribadi. Selain itu wakil-wakil yang datang di tiap pertemuan berganti-ganti, sehingga tidak ada
konsistensi perwakilan dalam tiap-tiap pertemuan. Secara umum tim perancang ad hoc dinilai tidak cukup
efektif. Sebagian kelompok mengatakan bahwa pandangan atau pendapat mereka tidak dimasukkan
kedalam naskah rancangan. Disamping itu juga dilakukan temu wicara dengan wakil-wakil masyarakat
untuk mensosialisasikan rancangan undang-undang, agar mereka memperoleh kesempatan untuk
mengekspresikan pendapatnya terhadap rancangan undang-undang tersebut.®”

Forum Komunikasi Tripartit

Pada bulan Maret 2000 Depnaker, 25 federasi serikat buruh, APINDO, KADIN dan Dewan
Pengembangan Usaha Nasional menandatangani sebuah Deklarasi Bersama untuk menciptakan hubungan
industrial yang harmonis dan iklim usaha yang produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut mereka
membentuk Forum Komunikasi Tripartit Indonesia, sebuah badan konsultatif informal yang mengadakan
pertemuan bulanan dengan mengikutsertakan wakil-wakil serikat buruh dan pengusaha dalam kisaran yang
lebih luas lagi. Oleh karenanya forum ini menjadi lebih inklusif dibanding dengan Dewan Tripartit formal.
Deklarasi disusun sebagai pengakuan tidak adanya pemahaman terhadap masalah-masalah perburuhan di
Indonesia, yang seringkali menyebabkan pemogokan, demonstrasi massa, PHK dan penutupan

% Wawancara dengan Oktavianto Pasaribu, pengurus program di Kantor ILO di Jakarta, Desember 2000.
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perusahaan. Dalam deklarasi ini pengusaha dihimbau untuk menghormati hak kaum pekerja, termasuk
kebebasan berserikat, dan untuk menghormati prinsip-prinsip anti-diskriminasi. Selain itu juga dihimbau
agar pekerja bertanggung jawab terhadap pekerjaan, mengoptimalkan kinerja mereka dan menahan diri
untuk tidak menghancurkan barang-barang milik orang lain atau menganggu ketertiban masyarakat saat
melakukan demonstrasi. Deklarasi ini menghimbau pemerintah untuk bersikap netral dalam hal-hal yang
menyangkut hubungan industrial, untuk menegakan hukum secara konsisten dan memprakarsai reformasi
perundang-undangan bilamana dirasa perlu.”

Meskipun Forum Komunikasi Tripartit pada dasarnya dibentuk dengan niat baik dari masing-
masing unsur pembentuknya, kenyataannya forum tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
Penyebab utamanya adalah kesinambungan; forum tersebut tidak memperoleh dukungan kelembagaan
yang substansial dan keberadaannya tidak dapat dipertahankan kecuali diberi anggaran dan pendanaan
yang memadai. Dengan kondisi yang ada saat ini, para pendukung forum memberikan waktu dan sumber
daya mereka secara sukarela untuk membahas berbagai masalah dan perselisihan industrial jangka
pendek. Dengan kata lain, forum ini beroperasi seperti brigade pemadam kebakaran dimana beberapa
anggotanya secara tergesa-gesa berusaha membantu menyelesaikan perselisihan industrial berskala besar.
Tidak dapat dipastikan sampai berapa lama lagi forum ini sanggup mempertahankan keberadaannya, bila
tetap tidak tersedia anggaran untuk mendukung kegiatannya.”

Selama tahun 2001 ada serangkaian pertemuan bersama tripartit yang melibatkan baik Dewan
Tripartit Nasional maupun Forum Komunikasi Tripartit untuk membahas Kepmenaker No.150/2000 dan
Kepmenakertrans No.78/2001 mengenai pembayaran pesangon untuk pekerja yang di-PHK. Pertemuan-
pertemuan yang sifatnya informal ini memungkinkan federasi serikat buruh diluar FSPSI dan pengusaha
yang tidak tergabung dalam APINDO untuk memberikan suara mereka mengenai masalah ini. Sayangnya
hasil akhir pertemuan tersebut tidak terlalu menggembirakan, sebab pembicaraan yang dilakukan langsung
memunculkan keberatan dari pihak pengusaha dan kemudian, setelah dilakukan revisi atas hasil
pembicaraan itu, demonstrasi oleh serikat-serikat buruh di depan gedung Depnakertrans.”

Sekalipun dilakukan atas dasar ad hoc pertemuan-pertemuan tripartit diatas pada dasarnya
merupakan forum terbuka bagi kelompok-kelompok yang ada untuk mengekspresikan pendapat mereka,
yang mungkin dijadikan atau tidak dijadikan pertimbangan oleh pemerintah. Selebihnya tidak tampak
adanya upaya untuk mencapai konsensus. Alhasil, berbagai kelompok kecewa karena pendapat mereka
diabaikan saat pemerintah mengambil tindakan terhadap sebuah masalah.

Pernyataan Bersama Delegasi Indonesia untuk
Konferensi Perburuhan Internasional ke-89

Selama berlangsungnya Konferensi Perburuhan Internasional yang ke-89 pada bulan Juni 2001,
Menakertrans bersama dengan wakil-wakil serikat buruh dan APINDO melakukan serangkaian
pertemuan yang difasilitasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kelompok ini
menghimbau dibentuknya forum tripartit yang terdiri dari wakil-wakil pemerintah, serikat buruh dan
pengusaha, dibantu oleh tim penasihat yang terdiri dari tenaga ahli di kalangan akademisi dan dari ILO.
Forum ini bertugas untuk membantu Menakertrans dalam mengkaji ulang komponen-komponen kunci

0 Deklarasi Bersama Forum Komunikasi Tripartit Indonesia, 30 Maret 2000 (Jakarta, 2000).
"' Wawancara dengan Depnakertrans Pusat, 22 Mei 2001.

2 Wawancara dengan Depnakertrans Pusat, 23 Mei 2001.
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hubungan industrial, termasuk undang-undang perburuhan, serta memberikan rekomendasi mengenai cara
penyelesaian perselisihan dan meningkatkan pembangunan ekonomi serta investasi asing.”

Lembaga-lembaga Dialog Sosial

Dewasa ini terdapat sejumlah lembaga tripartit di Indonesia, yaitu:
Lembaga-lembaga (kerja sama) tripartit nasional dan daerah (LKS)
SEKBER (sekertariat bersama) tripartit nasional dan daerah
Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (DK3N)

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN)
Dewan Pelatihan Nasional (DLKN)

Dewan Produktivitas Nasional (DPN)

Lima Panitia Tripartit Sektoral

P-4P dan P-4D

Dewan Tripartit Nasional LKS merupakan ajang pembahasan, konsultasi dan kerjasama yang
memberikan masukkan, saran, dan pendapat kepada Menakertrans mengenai berbagai kebijakan
perburuhan. LKS berasaskan sila-sila Pancasila dengan tujuan menciptakan suasana kerja yang penuh
kedamaian, meningkatkan produktivitas, meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pekerja serta
mengupayakan agar kegiatan usaha dapat berlangsung dengan mulus dan berkesinambungan.’™

Badan tripartit LKS dibentuk pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten. Sebelum UU Otonomi
Daerah diberlakukan jaringan diantara lembaga tripartit nasional, propinsi dan kabupaten sudah terbentuk.
Jaringan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan di tingkat nasional juga
dilaksanakan di tingkat-tingkat yang lebih rendah. Dengan diberlakukannya sistem desentralisasi,
koordinasi diantara berbagai tingkatan tersebut terancam tidak berjalan secara efektif dan pembuatan
kebijakan mengenai masalah-masalah perburuhan pada umumnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
Di masa mendatang masalah hubungan industrial akan lebih banyak dibahas dan ditentukan di daerah
daripada di pusat, sehingga lembaga tripartit daerah dan lokal akhirnya memegang peran yang lebih
penting daripada tingkat pusat.

Dewan Tripartit Nasional LKS dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri No.258/1983, terdiri dari
40 wakil pemerintah, pengusaha dan pekerja, dengan rasio 2:1:1. Pemerintah menempatkan 20 wakilnya,
16 di antaranya berasal dari Depnaker dan Transmigrasi, dan empat sisanya dari Departemen
Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Komunikasi, Departemen Dalam Negeri dan Departemen
Kehutanan. Wakil-wakil pengusaha yang duduk dalam LKS berjumlah sepuluh orang, semuanya berasal
dari APINDO. Sedangkan wakil-wakil dari unsur pekerja juga berjumlah sepuluh orang, seluruhnya
berasal dari FSPSI. Selain itu, sejumlah kalangan juga ikut berpartisipasi dalam forum ini, antara lain
penasihat hukum, kalangan akademisi dan profesional lainnya. LKS diketuai oleh Menakertrans dan
dijalankan oleh sebuah sekertariat yang dikenal dengan nama Sekretriat Bersama (SEKBER) nasional.
Sekertariat itu sendiri bersifat tripartit, dengan rasio keanggotaan 1:1:1, dimana masing-masing terdiri dari
unsur pemerintah (diwakili oleh Depnakertrans), pengusaha (APINDO) dan pekerja (FSPSI). Semua
biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan LKS ditanggung oleh Depnakertrans.”

3 Pernyataan Bersama Delegasi Indonesia Untuk Konferensi Perburuhan Internasional ke-89, Jenewa, Juni 2001.
74 Keputusan Menteri No.258/1983.

5 Wawancara dengan Depnakertrans Pusat, 21 Mei 2001.
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Di tingkat nasional terdapat 12 panitia tripartit (termasuk 5 panitia tripartit sektoral) yang berada
dalam struktur tripartit LKS secara keseluruhan, dan masing-masing mengurus satu masalah, antara lain
masalah K3, pengupahan, pelatihan dan produktivitas. Komposisi keanggotaan panitia-panitia ini tidak
ditetapkan melalui keputusan menteri, tetapi diatur menjadi tripartit p/us. Selain keanggotaan mitra
tradisional, unsur-unsur keanggotaan lainnya meliputi kalangan profesional seperti ahli hukum (untuk
reformasi perundang-undangan), dokter (untuk masalah K3), dan LSM (untuk masalah lingkungan hidup)
dan kalangan akademisi.

Menyangkut upah minimum misalnya, setiap gubernur menetapkan upah minimum untuk propinsi
masing-masing berdasarkan saran dewan penasihat tripartit di propinsi yang bersangkutan. Saran tersebut
disampaikan setelah melalui penelitian atas biaya hidup di propinsi tersebut, yang kemudian digunakan
sebagai dasar rekomendasi penetapan upah minimum. Biasanya upah minimum disesuaikan setiap tahun,
kecuali bila terjadi inflasi yang tinggi sehingga upah minimum harus segera ditinjau kembali. Saran yang
diberikan dewan tripartit menyangkut pengupahan memegang peran penting, mengingat banyaknya pekerja
industri yang memperoleh upah minimum, biasanya ditambah tunjangan seperti uang makan, tunjangan
perumahan, dan uang transpor. Perundingan bersama seringkali tidak menyentuh masalah pengupahan,
meskipun serikat buruh telah menjalankan kampanye politik untuk meningkatkan upah minimum di atas
angka yang disarankan oleh dewan tripartit.”

Struktur tripartit tingkat daerah dibentuk berdasarkan UU No.7/1984. Tujuan dan mandat yang
dimilikinya serupa dengan yang termaktub dalam dewan tripartit nasional. Keanggotaan struktur tripartit
tingkat daerah terdiri dari 16 orang, delapan di antaranya dari pemerintah, empat dari pengusaha
(APINDO) dan empat dari pekerja (FSPSI). Gubernur propinsi duduk sebagai ketua lembaga tripartit
daerah, sedangkan ketua kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi daerah yang bersangkutan ditetapkan
menjadi ketua pengganti. Sebagaimana dengan lembaga tripartit nasional, sekertariat lembaga tripartit
daerah beranggotakan unsur-unsur tripartit dengan rasio 1:1:1, dimana wakil pemerintah, pengusaha
(APINDO) dan serikat buruh (FSPSI) masing-masing maksimal dua orang.”

Di Bandung, ibukota propinsi Jawa Barat, terdapat dewan perburuhan tripartit daerah yang terdiri
dari wakil-wakil pemerintah, pengusaha dan pekerja, ditambah dengan wakil-wakil dari kalangan akademi
dan LSM. Selain itu, ada empat lembaga tripartit tingkat propinsi, masing-masing dengan sejumah komisi
didalamnya, yaitu: P-4D, Dewan Pengupahan Kabupaten, Dewan Produktivitas dan Dewan
Ketenagakerjaan Daerah. Mereka bertugas memberikan rekomendasi kepada gubernur mengenai
berbagai masalah perburuhan. Sebagai contoh, baru-baru ini Dewan Pengupahan memberikan saran
mengenai bagaimana meningkatkan survei biaya hidup yang digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan
upah minimum. Guna memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai biaya hidup, Dewan
menyarankan agar survei dilakukan terhadap pasar-pasar tradisional sewaktu hari-hari kerja, bukan
terhadap orang-orang yang berbelanja di pasar swalayan pada akhir pekan.”

Selain LKS nasional dan lembaga-lembaga tripartit nasional, ada juga lembaga kerjasama tripartit
sektoral yang dibentuk berdasarkan UU No0.98/1994, mencakup 5 sektor utama perekonomian:
pertambangan dna energi, komunikasi dan transportasi, perkebunan, lembaga keuangan, dan pekerjaan
umum. Komposisi lembaga tripartit sektoral adalah 1:1:1, masing-masing mewakili pemerintah, pengusaha
dan pekerja. Meskipun kedudukannya telah diatur secara hukum namun pada kenyataannya lembaga ini
tidak berfungsi. Baru-baru ini dibentuk lagi sebuah forum tripartit sektoral sebagai kelanjutan dari

76 Wawancara dengna Patrick Quinn, Kepala Penasehat Teknis, Proyek ILO untuk Pendidikan Pekerja di Indonesia,
Jakarta, 22 Mei 2001.

7 Keputusan Menteri No.7/1984.

8 Wawancara dengan Dewan Tripartit Daerah Bandung, 25 Mei 2001.
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perjanjian tripartit yang dicapai pada bulan Februari 2001 mengenai Dewan Tripartit Sektoral Nasional.
Lembaga baru tersebut terdiri dari wakil-wakil pemerintah, APINDO dan federasi serikat buruh sektoral.
Ia diharapkan mengikutsertakan industri dan perdagangan, komunikasi, pembangunan wilayah dan fasilitas
keuangan, pariwisata dan kebudayaan, sumber daya pertambangan dan energi, pertanian, dan
perkebunan.”

Lembaga-lembaga Tripartit di Bidang Penyelesaian Perselisihan

Lembaga-lembaga tripartit baik di tingkat nasional maupun daerah juga berfungsi mengupayakan
penyelesaian perselisihan. P-4P dibentuk berdasarkan UU No.22/1957 dengan komposisi 1:1:1, dimana
pemerintah, pengusaha (APINDO) dan pekerja (FSPSI) masing-masing diwakili oleh lima perwakilan. P-
4D juga memiliki komposisi tripartit 1:1:1, dimana lima anggota berasal dari pemerintah, lima dari
pengusaha (APINDO), dan lima dari pekerja (FSPSI).80 Di DKI Jakarta dan Jawa Barat P-4P dan P-4D
memiliki lima anggota pengganti tambahan bagi masing-masing perwakilan. Pemfungsian badan-badan ini
akan dibahas lebih jauh dalam bagian perundingan kolektif dan penyelesaian perselisihan.

Lembaga-lembaga yang Direncanakan untuk Dialog Sosial

RUU-PPTK yang masih dalam pembahasan ketika tulisan ini dibuat, mengandung sebuah
persyaratan tentang pembentukan forum bipartit di perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja
atau lebih. Selain itu, RUU ini menetapkan pembentukan forum-forum tripartit di tingkat nasional dan
propinsi. Sebuah komisi tripartit tingkat nasional akan menggantikan tiga yang sekarang ini ada.
Depnakertrans memperkirakan akan ada 13 lembaga tripartit yang harus dibentuk di tiap daerah, masing-
masing membahas masalah yang berbeda, diantaranya K3, pengupahan, pengawasan ketenagakerjaan,
dll.3 Menurut RUU tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam dialog sosial akan menentukan sendiri
metode pemilihan masing-masing wakilnya untuk duduk dalam forum tripartit ini.®* Pemikiran yang
berkembang dewasa ini adalah menunggu pemberlakuan undang-undang perburuhan yang baru sebelum
peraturan yang lama mengenai tripartisme (Kepmenaker No.258/1983) dicabut dan sistem keanggotaan
yang baru bagi serikat buruh dalam lembaga-lembaga tripartit dirumuskan.

RUU-PPI yang juga tertunda pelaksanaannya akan membawa perubahan besar dalam lembaga-

lembaga tripartit yang menangani penyelesaian perselisihan. Topik ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab
VI dibawah nanti.

" Soewarto: An Analyses of the Practical Utilization of Industrial Mechanisms in Indonesia, Proyek Deklarasi ILO/
USA, Jakarta, 2001.

80 Ibid.
81 Wawancara dengan Depnakertrans Pusat, 22 Mei 2001.

82TLO: Tripartite summit on social dialogue: proceedings, Pertemuan Tripartit tentang Dialog Sosial, oleh Tara
Soeprobo, op.cit.
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Bab V - Memfungsikan Proses Dialog Sosial

Frekuensi Pertemuan dan Topik Pembahasan

Menurut Kepmenaker No.258/1983, sekertariat LKS tripartit nasional dan lembaga-lembaga
tripartit regional mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu bulan. Disamping itu,
sidang umum LKS nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya empat kali setahun, dan LKS tripartit
daerah (regional) mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya sekali setiap dua bulan. Salah satu dari
lembaga tersebut dapat menyelenggarakan pertemuan lebih sering apabila ada masalah khusus yang perlu
dibahas. Mengenai uang pesangon misalnya, ada beberapa pertemuan tripartit yang diadakan dalam
beberapa minggu untuk menyelesaikan masalah ini —meski tidak membuahkan hasil. Sejumlah pertemuan
tambahan juga telah dilakukan guna membahas penyusunan proses verifikasi data serikat buruh.

Agenda pertemuan disusun berdasarkan prioritas dan dapat ditetapkan oleh salah satu anggota
lembaga tripartit yang bersangkutan, baik dari unsur pemerintah, pengusaha ataupun pekerja. Sejumlah
masalah perburuhan dan lapangan pekerjaan juga dapat dibicarakan dan bila ada masalah tertentu yang
perlu segera ditangani —misalnya masalah pengupahan, K3, pelatihan, peningkatan produktivitas,
penyelesaian perselisihan dan perundingan bersama— biasanya dikerjakan oleh panita tersendiri dalam
dewan tripartit yang bersangkutan. Ada 12 panitia demikian pada tingkat nasional dan daerah.

Pada tahun 2001 masalah utama yang menjadi pokok agenda LKS tripartit nasional adalah
peraturan baru mengenai pesangon bagi pekerja ter-PHK (Kepmenaker No.150/2000 dan versi
amandemen Kepmenakertrans No.78/2001); proses verifikasi untuk memperoleh data yang akurat
menyangkut keanggotaan serikat buruh; penentuan sistem perwakilan serikat buruh, dan (4) perluasan
keanggotaan dewan tripartit agar dapat mengikutsertakan serikat-serikat buruh lain diluar FSPSI.
Sedangkan LKS tripartit daerah terpaku pada masalah penetapan upah minimum dan pencegahan serta
penyelesaian peselisihan.®

Masalah-masalah lain yang diajukan oleh kelompok pekerja dalam forum tripartit meliputi
kesejahteraan sosial, tingkat upah yang lebih baik, pembayaran upah minimum dan pengembangan
hubungan bipartit.3* Diantara masalah-masalah yang nyata tidak dibahas dalam dialog tripartit adalah
masalah yang amat relevan bagi pekerja perempuan, seperti cuti melahirkan, pelecehan seksual,
perawatan anak dan K3 bagi pekerja perempuan yang sedang hamil. Kurangnya perhatian terhadap topik-
topik ini mungkin disebabkan oleh sedikitnya jumlah perempuan yang duduk didalam badan-badan
tripartit.®

83 Wawancara dengan Depnakertrans Pusat, 21 dan 25 Mei 2001.
8 Dokumen internal ILO (30 April - 6 Mei 2000)

85 Wawancara dengan Depnakertrans Pusat, 28 Mei 2001
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Efektivitas Lembaga

Depnakertrans yakin bahwa secara keseluruhan sistem tripartit yang ada berjalan dengan baik,
meskipun diakui bahwa komposisi anggota serikat buruh harus direvisi agar dapat menampung serikat
buruh lain diluar FSPSI. Di Dewan Tripartit Daerah Bandung, tujuan ini telah dicapai. Enam dari 18
federasi serikat buruh yang terdaftar di propinsi Jawa Barat saat ini sudah berpartisipasi dalam P-4D.
Komposisi baru lembaga-lembaga tripartit ini terbentuk pada bulan April 2001, dua bulan setelah kepala
dinas tenaga kerja yang baru mulai bertugas. Perubahan komposisi ini dilakukan oleh dinas tenaga kerja
yang berpendapat bahwa ketegangan yang ada dapat diredakan melalui dialog. Jawa Barat adalah salah
satu “titik api” kerusuhan industrial, karena banyak demonstrasi buruh yang terjadi selama tahun 2000
terjadi di propinsi ini. Meskipun masih banyak terjadi demonstrasi di bulan April dan Mei 2001 khususnya
mengenai pesangon, Depnakertrans merasa situasi perburuhan mulai stabil sejak dilangsungkannya
pertemuan Dewan Tripartit pada bulan April 2001.%

Dari perspektif peserta dan para pengamat, berbagai lembaga dialog sosial yang ada tidak
berfungsi sebagaimana mestinya. Selain karena FSPSI merupakan satu-satunya federasi yang secara
resmi diperbolehkan ambil bagian dalam forum-forum tersebut, alasan lainnya adalah tidak tersedianya
agenda yang jelas dalam pertemuan tripartit dan ketegasan batas waktu realisasi tujuan. Akibatnya,
konsultasi tripartit sering berlanjut hingga lama tanpa membuahkan perjanjian yang realistis untuk
dilaksanakan.®’

Alasan lain yang sering dikemukakan mengenai inefektivitas badan-badan tripartit adalah tidak
adanya rasa saling percaya dan menghormati diantara masing-masing unsur, sehingga menghalangi
terciptanya konsensus. Pengusaha dan pekerja mengemukakan sikap mereka tetapi tidak bersedia
melakukan kompromi dan mengupayakan hal-hal yang perlu, misalnya upaya timbal-balik untuk mencapai
konsensus. Pemerintah sendiri bukanlah mediator yang efektif dan tidak sanggup mengajak pengusaha
maupun pekerja untuk melihat persamaan yang ada. Depnakertrans mengatakan bahwa tugasnya
hanyalah memberikan konsultasi kepada pengusaha dan pekerja, dan tidak harus menawarkan perjanjian
yang bersifat mengikat. Inefektivitas dialog sosial juga terlihat dalam diskusi mengenai pesangon, dimana
pemerintah tidak berhasil mencapai kemajuan apapun dalam sejumlah konslutasi tripartit. Menaker
kemudian mengadakan pembahasan dengan pengusaha dan dengan serikat buruh secara terpisah, karena
dialog tripartit seringkali terbukti gagal.

Meskipun demikian ada beberapa contoh kasus keberhasilan dialog tripartit. Salah satunya adalah
upaya ILO sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab 2. Hasil-hasil yang relatif positif tersebut diperoleh
berkat peran ILO dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan dukungan terhadap proses ini. Meskipun
demikian, tidak berarti bahwa upaya-upaya tripartit tersebut dapat terlaksana tanpa masalah. Bab 7
laporan ini akan menyoroti beberapa halangan yang merintangi dialog sosial dan dapat menghambat
perkembangan proses yang lebih efektif di Indonesia.

86 Wawancara dengan Sekertariat Dewan Tripartit Daerah Bandung, 25 Mei 2001.

87 Wawancara dengan APINDO di Jakarta, 28 Mei 2001.
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Bab VI - Perundingan Bersama dan Penyelesaian Perselisinan

Perundingan Bersama

Walaupun fokus dalam laporan ini adalah dialog tripartit, tetapi tidak ada salahnya kalau disinggung
juga masalah perundingan bersama. Dari hasil wawancara dengan berbagai pimpinan serikat buruh
terungkap bahwa perundingan bipartit —baik pada tingkat perusahaan maupun pada tingkat pusat— lebih
menjadi prioritas pekerja ketimbang dialog tripartit. SBSI sebagai contoh, menginginkan sebuah perjanjian
nasional tentang kondisi dasar perburuhan yang dapat memfasilitasi proses perundingan di tingkat
perusahaan dengan menyerahkan masalah-masalah yang dirasa kurang penting untuk diselesaikan melalui
perundingan ini.*®

Meskipun perundingan bersama telah ada untuk beberapa waktu lamanya di Indonesia, perjanjian-
perjanjian yang dihasilkan dari perundingan bersama seringkali tidak banyak berbeda dari ketentuan
undang-undang. Hal ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa PKB yang telah dirundingkan tidak
harus mendapat pengesahan dari anggota melalui pemungutan suara sebelum ia disetujui. Yang lebih sering
terjadi adalah PKB ditinjau kembali setiap dua tahun oleh pihak manajemen maupun serikat buruh,
meskipun acapkali akhirnya tidak direvisi. Pertimbangan penting lainnya adalah bahwa sebagian besar
PKB dibuat dengan serikat buruh lama yang berada di bawah kendali pemerintah, yaitu FSPSI. Sedikit
sekali serikat buruh baru yang sudah berhasil mengupayakan PKB bagi anggotanya. ASPEK mengatakan
bahwa hanya 10% dari anggotanya yang dilindungi oleh PKB.¥ Sebaliknya SPTSK mengaku bahwa
sekitar 60% serikat buruh lokalnya memiliki PKB. Sebagian besar perjanjian ini dibuat sebelum SPTSK
memisahkan diri dari FSPSI pada tahun 1998, dan amat mirip dengan kondisi minimum yang dijumpai
dalam peraturan-peraturan pemerintah.”

Mengingat sebagian besar PKB kurang lebih seperti ini, upaya untuk menempatkan PKB sebagai
salah satu kriteria dalam proses verifikasi serikat buruh rasanya perlu dipertimbangkan kembali (dibahas di
Bab 3). Sebagaimana diketahui, Depnakertrans berkeinginan menjadikan jumlah PKB yang telah
dirumuskan dan jumlah keanggotaan serikat sebagai kriteria untuk proses verifikasi serikat buruh.
Depnakertrans yakin bahwa kedua kriteria tersebut dapat digunakan untuk membedakan serikat buruh
yang tidak memiliki anggota pada lapis bawah dan hanya dibentuk sebagai kedok politik, dari serikat buruh
yang memang benar-benar memiliki anggota di tingkat perusahaan.’’ Namun hendaknya diperhitungkan
juga bahwa kriteria jumlah PKB, bila diterapkan, akan sangat menguntungkan FSPSI dan FSPSI
Reformasi secara sepihak. Mereka telah memiliki PKB dari tahun-tahun sebelumnya, dan dengan
demikian akan merugikan serikat buruh baru yang masih belum menghasilkan banyak PKB.

88 Wawancara dengan SBSI, 23 Mei 2001.
8 Wawancara dengan ASPEK, 22 Mei 2001.

0 Untuk gambaran lebih jauh mengenai isi PKB demikian dapat dilihat dalam Lampiran I yang memuat syarat-syarat
perjanjian bersama antara FSPSI dan PT Vonex, sebuah perusahaan tekstil di Bandung.

! Wawancara dengan Depnakertrans Pusat, 28 Mei 2001.
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Menurut Keputusan No. 2/1978, perusahaan yang belum ada serikat buruh atau yang sudah ada
tetapi belum memiliki PKB wajib menyerahkan peraturan perusahaan kepada Depnakertrans.
Sebagaimana dengan PKB, peraturan perusahaan menetapkan syarat-syarat dan kondisi kerja, serta wajib
ditinjau kembali setiap dua tahun dan disetujui oleh Depnakertrans. Persetujuan ini pada hakekatnya lebih
merupakan proses yang menempatkan Depnakertrans sebagai saksi atas sebuah peraturan perusahaan
daripada proses pemberian persetujuan secara resmi. Seringkali syarat-syarat yang tercantum dalam PKB
dan peraturan perusahaan tidak banyak berbeda —keduanya cenderung mengikuti syarat-syarat minimum
yang ditetapkan undang-undang. Namun sejauh ini peraturan perusahaan jauh lebih banyak dijumpai
daripada PKB. Misalnya, dari kurang lebih 25.000 perusahaan yang terdaftar di Jawa Barat, sekitar
20.000 diantaranya masih mengatur hubungan kerja berdasarkan peraturan perusahaan. Dengan demikian
baru 5.000 perusahaan yang telah memiliki PKB.”

Masalah dalam menentukan serikat buruh yang paling representatif, seperti dibahas di Bab 3, juga
memberikan implikasi serius dalam perundingan bersama. Sekarang ini banyak pengusaha yang mengeluh
tidak tahu harus berunding dengan serikat buruh yang mana, karena di perusahaan mereka terdapat
banyak serikat buruh. Selain itu pengusaha juga umumnya tidak mempunyai data yang akurat mengenai
keanggotaan serikat buruh. Dalam beberapa kasus bahkan tidak ada satu serikat buruh pun yang dengan
jelas mewakili mayoritas pekerja, sehingga sulit untuk menentukan siapa yang paling mewakili kepentingan
pekerja dan layak diajak untuk merundingkan PKB. Ada laporan mengenai PKB yang, setelah berhasil
dirundingkan, ditolak oleh sejumlah besar pekerja dengan alasan serikat itu tidak mewakili kepentingan
mereka.

SBSI mengajukan rumus untuk membentuk Majelis Buruh sebagai tim perunding. Rumusan itu
telah dibahas dengan Depnakertrans bersama 11 federasi serikat buruh lainnya. Pada prinsipnya
semuanya setuju dengan rumus tersebut. Menurut rumus ini majelis buruh akan dibentuk berdasarkan
ketentuan perwakilan seperti dibawah ini.

Jumlah anggota serikat buruh Perwakilan Dalam Majelis Buruh
10 - 100 orang 3 orang
101 - 500 orang 4 orang
501 - 1000 orang 5 orang
1001 - 5000 orang 6 orang
5001 - 10.000 orang 7 orang

Wakil dari masing-masing serikat buruh dipilih secara proporsional oleh anggota serikat yang
bersangkutan. Angka-angka perwakilan yang bersifat proporsional ini ditinjau ulang setiap dua tahun agar
sesuai dengan pergeseran jumlah keanggotaan masing-masing serikat buruh. Fungsi utama Majelis Buruh
adalah menetapkan serikat buruh mana yang harus berpartisipasi dalam tim perunding PKB di tempat
kerja yang memiliki banyak serikat.”®

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan

Gejolak perburuhan merupakan masalah utama yang terus menghantui Indonesia. Negara ini tidak
memiliki sistem penyelesaian perselisihan yang efektif di tingkat perusahaan, termasuk prosedur
penyampaian keluhan dan arbitrase untuk menangani perselisihan di tempat kerja. Bahkan di lingkungan

2 Wawancara dengan Sekertariat Dewan Tripartit Daerah Bandung, 25 Mei 2001.

93 Wawancara dengan SBSI, 23 Mei 2001.
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kerja yang sudah berdiri serikat buruh pun ternyata masih belum memiliki prosedur resmi penyampaian
keluhan. Keluhan yang muncul biasanya ditangani secara informal atau diajukan kepada P-4D. Selain itu,
upaya untuk mencegah perselisihan juga kurang diperhatikan. Perselisihan seringkali mengakibatkan PHK
terhadap pekerja yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Di samping itu, perselisihan cenderung
diselesaikan atau diakhiri dengan pembayaran uang pesangon kepada pekerja yang dipecat akibat
keterlibatannya dalam perselisihan, dan bukan untuk mempekerjakan kembali mereka yang telah dipecat
atau melakukan pemogokan.

Ketiadaan mekanisme yang efektif dan mapan untuk mencegah perselisihan jelas terlihat dari
tingginya angka perselisihan industrial dan demonstrasi buruh di Indonesia. Pada tahun 2000 tercatat telah
terjadi 187 kali demonstrasi buruh, atau rata-rata lebih dari satu demonstrasi buruh terjadi setiap dua hari —
beberapa diantaranya bahkan diwarnai dengan aksi kekerasan dan mengakibatkan barang-barang milik
perusahaan rusak. Baik pengusaha maupun pekerja mengeluh karena Depnakertrans tidak memainkan
peran yang efektif untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan. Masing-masing menyampaikan
keluhan kepada Depnakertrans dan kemudian mengatakan tidak ada upaya yang dilakukan untuk
menyelesaikan perselisihan yang timbul.

Berdasarkan ketentuan, perselisihan dan konflik karena PHK atau karena pelanggaran PKB harus
diselesaikan menurut UU No.22/1957 dan UU No.12/1964. Apabila terjadi perselisihan yang
mengakibatkan munculnya niat untuk melakukan pemogokan atau penutupan perusahaan, maka pihak
yang terkait wajib menyampaikan niatnya secara tertulis kepada pihak lawannya dan kepada ketua P-
4D.** Apabila pengusaha melakukan penutupan perusahaan, maka selama hal itu berlangsung ia tetap
harus membayar upah pekerja. Apabila pekerja melakukan pemogokan, maka selama pemogokan
berlangsung pekerja tidak mendapat upah. Setelah pemogokan berlangsung selama enam hari, kontrak
kerja individual dapat diputuskan. Pekerja dapat diberhentikan tanpa uang pesangon kecuali diatur lain
dalam PKB atau peraturan perusahaan. Apabila PHK demikian “dapat dibenarkan”, pengusaha tidak
diharuskan membayar uang pesangon. Apabila pekerja memprotes keputusan ini, maka kasus itu akan
dibawa ke P-4P atau P-4D. Apabila panitia tripartit memutuskan bahwa PHK itu dapat dibenarkan, maka
pekerja yang bersangkutan tidak diberi uang pesangon. Tetapi apabila panitia menyimpulkan bahwa PHK
tersebut tidak dapat dibenarkan, maka pekerja yang bersangkutan wajib mendapat pembayaran pesangon
yang jumlahnya sama dengan jumlah maksimum yang ditawarkan oleh pengusaha secara sukarela.
Akibatnya, pengusaha hanya menanggung resiko yang sangat kecil apabila kasus seperti ini dibawa ke
panitia tripartit.*

Serikat buruh juga mengeluh karena P-4P dan P-4D cenderung bias, sebab satu-satunya wakil
pekerja yang duduk didalamnya berasal dari FSPSI. FSPM yang mewakili pekerja industri perhotelan
baru-baru ini mengadukan perkara pemogokan di hotel Shangri-La kepada Konferensi Perburuhan
Internasional (kasus No.2116 GB.28216), karena merasa diperlakukan tidak adil. Karyawan hotel Shangri-
La melakukan pemogokan di bulan Desember 2000 dan kemudian manajemen hotel melakukan penutupan
perusahaan. Ketika perkara ini dibawa ke P-4P, wakil-wakil FSPSI di P-4P malah berpihak kepada
pengusaha dan memberi lampu hijau kepada manajemen hotel untuk memecat 600 karyawan, termasuk
ketua serikat buruh di hotel tersebut. FSPM menyatakan bahwa FSPSI tidak mampu memberikan
keputusan yang obyektif dalam perkara ini, sebab pada tahun 1996 karyawan di hotel Shangri-La
memisahkan diri dari federasi tersebut dan membentuk sendiri serikat buruh independen yang diberi nama
FSPM. Karena itu tidak heran kalau kebencian FSPSI yang memang sudah terpendam sejak lama itu
tercetus keluar dalam bentuk keputusan yang merugikan karyawan hotel Shangri-La. Serikat buruh hotel
tersebut sekarang mengajukan banding ke PTTUN, tetapi prosesnya biasanya berlarut-larut dan mahal.”

% Pasal 6 UU No. 22/1957.
% Depnaker dan Bank Dunia: Kebijakan Pasar Kerja Indonesia...,op.cit.

% Wawancara dengan FSPM kantor Bandung, 25 Mei 2001.
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Sebagaimana disebutkan di Bab 5, uang pesangon merupakan subyek konsultasi tripartit yang
masih terus berlangsung sejak pertengahan tahun 2000. Setelah dilakukan pembahasan dengan serikat
buruh, khususnya dengan FSPSI, pemerintah mengeluarkan Kepmenaker No.150/2000. Peraturan ini
memberikan uang pesangon kepada pekerja yang di-PHK tanpa mempedulikan alasannya —termasuk
pensiun, mengundurkan diri secara sukarela atau dipecat karena melakukan pelanggaran berat. Karena
Kepmenaker No.150/2000 ini ditentang keras oleh pengusaha dan investor, maka akhirnya ia digantikan
dengan Kepmenakertrans No.78/2001 yang membatasi pembayaran pesangon hanya pada kasus-kasus
PHK yang dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang adil dan dapat dibenarkan. Perubahan peraturan ini
menimbulkan gelombang protes dari serikat buruh, dengan menggelar sejumlah demonstrasi di depan
gedung Depnakertrans. Akhirnya pada tanggal 31 Mei 2001 dikeluarkan Kepmenakertrans No.111/2001
yang pada dasarnya mempertahankan Kepmenakertrans No.78/2001 tetapi menambahkan pasal yang
mewajibkan pengusaha mematuhi ketentuan dalam PKB bila jumlah pesangon yang diatur dalam
perjanjian tersebut lebih besar daripada dalam Kepmenakertrans No.111/2001. Perubahan ini tidak
memuaskan serikat buruh yang tetap melanjutkan aksi protes menentang peraturan ini.”” Perkembangan
terakhir menunjukan bahwa Menakertrans yang baru memutuskan untuk kembali memberlakukan
Kepmenaker No.150/2000. Langkah ini sangat menguntungkan serikat buruh.

Diharapkan bahwa dengan berlalunya waktu, huru-hara industrial akan semakin meredup terutama
setelah RUU-PPI selesai dibahas dan diberlakukan. RUU ini berusaha menyediakan sistem penyelesaian
perselisihan yang efektif, yaitu yang tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu bagi pihak-pihak yang
terlibat. Berdasarkan RUU ini, pihak yang bersengketa wajib melakukan perundingan untuk mencapai
kesepakatan dalam sebuah forum bipartit. Apabila upaya ini gagal menghasilkan kesepakatan, perselisihan
dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan industrial. Pekerja dna pengusaha dapat
secara bersama-sama memilih mediator atau arbitrator yang akan membantu mereka, baik berasal dari
pemerintah ataupun swasta. Apabila langkah ini ditempuh, aksi mogok atau penutupan perusahaan harus
dihentikan; jika tidak, akan dianggap sebagai tindakan kriminal.

P-4P dan P-4D akan terus berfungsi hingga peradilan industrial terbentuk. Komposisi dari panitia
ini diharapkan dapat diubah, dimana perwakilan unsur pekerja diperluas tidak hanya sekedar FSPSI.

97 Jakarta Post (Jakarta), 1 Juni 2001.
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Bab VIl - Masalah, Rintangan dan Prospek

Masalah yang Berlarut-larut

Meskipun kini undang-undang perburuhan di Indonesia sudah mengalami perubahan dan
kebebasan berserikat sudah menjadi kenyataan, upaya mewujudkan dialog sosial yang efektif masih
mengalami banyak masalah dan rintangan. Banyak diantaranya yang menjadi berlarut-larut, yang telah
diidentifikasi oleh ILO sejak awal tahun 1990-an.

Sebuah laporan tahun 1994,% sehubungan dengan proyek tripartisme di enam negara Asia yang
didanai oleh pemerintah Norwegia mengungkapkan halangan-halangan yang merintangi dialog sosial di
Indonesia. Pertama adalah besarnya perekonomian informal. Kedua adalah rendahnya tingkat kepadatan
serikat buruh. Meskipun sulit memperoleh data yang akurat mengenai hal ini, namun tidak dapat dipungkiri
bahwa jumlah pekerja yang menjadi anggota serikat masih sangat sedikit. Ketiga adalah tidak
memadainya upaya tripartit, kendati banyak badan tripartit yang telah dibentuk. Kegiatan tripartit terkini
yang didukung ILO mengenai reformasi undang-undang perburuhan menunjukan bahwa berbagai
kemajuan telah diraih dalam poin terakhir ini.

Kebutuhan akan tripartisme dan dialog sosial juga telah diketahui sejak bertahun-tahun silam.
Sebagai contoh, rencana kerja ILO Jakarta 1994-1999 yang ditandatangani oleh ILO dan Depnaker serta
didukung oleh mitra-mitra sosial menekankan perlunya tripartisme yang efektif guna menjamin
perkembangan dan stabilitas sosial ekonomi.

Rintangan Bagi Dialog Sosial

Meski telah banyak kemajuan yang dicapai dalam hubungan industrial sejak krisis keuangan pada
tahun 1997, tetapi masih banyak persoalan yang perlu segera dibenahi. Berkat upaya-upaya yang telah
dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini, khususnya kebebasan berserikat, hak berunding bersama
dan upaya mempromosikan demokrasi, beberapa prakondisi yang vital bagi dialog sosial sudah terlaksana.
Tetapi masih ada halangan yang harus disingkirkan agar dialog sosial yang bermakna dapat benar-benar
direalisasikan. Satu persoalan kunci adalah mengenai keterwakilan pihak-pihak yang berdialog. —dari
menentukan komposisi Dewan Tripartit Nasional hingga memilih perwakilan untuk menjadi panitia
perunding di tingkat perusahaan. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa halangan lainnya terhadap
proses dialog sosial.

e  Pembangunan kapasitas mitra sosial dan pemerintah
Pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi mitra-mitra sosial, terutama anggota serikat buruh, telah
sering disebutkan. Meskipun tingkat melek huruf masyarakat Indonesia telah meningkat drastis dalam

beberapa dasawarsa terakhir, sebagian besar penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah. Kondisi ini
mempengaruhi pemfungsian sistem hubungan industrial.

%8 Dokumen internal ILO (16 - 19 Mei 1994).
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Salah satu komponen pendidikan dan pelatihan bagi para mitra sosial adalah meningkatkan
pemahaman atas UU Serikat buruh yang baru dan implikasi dari ratifikasi Konvensi ILO No.87 dan
No.98. Di samping itu, pengusaha dan pekerja perlu menyadari hubungan kedua konvensi tersebut —yakni
bahwa tujuan kebebasan berserikat adalah agar serikat buruh dan organisasi pengusaha yang bebas dan
demokratis melakukan perjanjian bersama demi mendatangkan manfaat bagi anggota masing-masing.99

Masalah lain yang sering disebutkan adalah banyaknya pemimpin serikat buruh di perusahaan kecil
dan menengah yang tidak memiliki keterampilan berunding dan pengetahuan dasar mengenai hubungan
industrial. Selain itu investor swasta, khususnya investor asing, mengeluhkan sulitnya melakukan
perundingan dengan serikat buruh karena minimnya kemampuan dan pemahaman serikat mengenai
ketentuan dan prosedur perundingan bersama dan hubungan industrial. Beberapa investor bahkan
mengancam untuk hengkang dari Indonesia apabila situasinya tidak kunjung membaik. Oleh karenanya
dibutuhkan pelatihan dan upaya membangun kemampuan para pimpinan serikat dalam rangka
meningkatkan kualitas dialog sosial, terutama di tingkat lokal.'®

Serikat buruh dan anggotanya memerlukan bantuan dalam memahami dan meningkatkan
kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam hubungan industrial. Disamping itu mereka juga memerlukan
pendidikan perburuhan untuk menjalankan organisasi, mengorganisir dan merekrut anggota, perundingan
bersama, menangani keluhan, melaksanakan hak mogok, mencegah dan menyelesaikan perselisihan
industrial, dan terlibat dalam lembaga tripartisme serta melakukan dialog sosial. Sebuah proyek ILO untuk
pendidikan pekerja sudah mulai melakukan pelatihan jenis ini. Menjelang akhir masa kerja proyek
diharapkan 4.000 anggota serikat buruh —yang mayoritas berusia di bawah 35 tahun dan sepertiganya
adalah perempuan— akan diberi pelatihan ketrampilan dasar serikat buruh.'”" Program-program pelatihan
tambahan bagi anggota serikat buruh juga sedang dilaksanakan oleh sekertariat-sekertariat serikat
internasional dan serikat-serikat buruh nasional seperti American Center for International Labor Solidarity
(ACILS). ACILS memberikan program pelatihan di sejumlah bidang, termasuk pelatihan dasar mengenai
administrasi serikat buruh, program-program bagi pekerja yang terpinggirkan (seperti pekerja migran dan
pekerja anak), pendidikan sipil dan proyek melobi.!??

Di sisi lain, pengusaha juga memerlukan bantuan dan pendidikan yang sama banyaknya tentang
subyek-subyek diatas. Lebih lagi, pihak-pihak tersebut dapat meraih keuntungan dari pemahaman yang
lebih baik tentang dinamika pasar global, persaingan, dan pencapaian win-win solution. Depnakertrans
sendiri perlu mereformasi diri agar dapat secara efektif menerapkan undang-undang, memfasilitasi
perundingan bersama dan dialog sosial, serta mendukung prakarsa mitra sosial supaya pekerja dan
pengusaha memiliki kepercayaan dan rasa hormat kepada Depnakertrans. Pelatihan seperti ini diharapkan
membentuk bagian inti dalam Proyek Deklarasi ILO mengenai “upaya mempromosikan dan mewujudkan
kebebasan berserikat dan perundingan bersama dengan membangun kepercayaan dan kapasitas dalam
hubungan industrial di Indonesia” yang dimulai pada bulan Febuari 2001.

e  Ketiadaan rasa hormat dan kerja sama

Iklim hubungan industrial dilukiskan sebagai tidak adanya rasa saling percaya, keyakinan dan
kerjasama, akibat pengalaman pemasungan demokrasi selama 30 tahun. Pekerja mengeluh karena tidak
diajak berkonsultasi dan himbauan yang mereka sampaikan kepada pengusaha untuk melakukan konsultasi
—begitu pula halnya dengan bantuan dari Depnakertrans— sering kali diabaikan. Restrukturisasi industri
0 Wawancara dengan SPTSK, 28 Mei 2001.

10 Wawancara dengan APINDO, 28 Mei 2001.

101 Wawancara dengan Patrick Quinn, 22 Mei 2001, op.cit.

12'Wawancara dengan ACILS di Jakarta, 22 Mei 2001.
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perbankan yang dilakukan pemerintah mengakibatkan 55.000 karyawan kehilangan pekerjaan dan proses
ini terjadi begitu saja tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan serikat buruh. Pengusaha merespon
bahwa mereka tidak tahu serikat buruh mana yang harus diajak berkonsultasi, karena banyaknya serikat
buruh yang dibentuk di satu perusahaan membuat dialog sosial menjadi terlalu luas, tidak jelas dan rumit.

Banyak serikat buruh merasa bahwa pengusaha dan pemerintah mengambil sikap tidak simpatik
terhadap pekerja dalam pertemuan-pertemuan tripartit. Hal ini menimbulkan atmosfir negatif dan
menghalangi tercapainya konsensus. Pola pemikiran seperti ini mendorong serikat melakukan pemogokan
dan demonstrasi sebagai cara untuk memastikan bahwa kesejahteraan pekerja tidak diabaikan. Banyaknya
kasus pemogokan dan demonstrasi buruh yang kadang berujung pada perusakan serta mengganggu
ketertiban umum membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa semakin jauh dan tidak percaya satu
sama lain. Pengusaha dan pemerintah sering mengeluh karena pekerja tidak mengimbangi hak yang
mereka perjuangkan —kenaikan upah, perbaikan kondisi kerja dan kebebasan berserikat— dengan
kewajiban dan tanggung jawab yang setara. Di sisi lain, serikat buruh bersikeras bahwa pengusaha selalu
menyangkal hak dasariah pekerja, dan bahwa pelecehan serta ancaman terhadap pekerja masih sering
dilakukan.

Lebih jauh lagi, masing-masing pihak mengeluhkan miskinnya upaya tukar-menukar informasi.
Pengusaha mencemaskan sedikitnya informasi yang mereka miliki mengenai serikat buruh di perusahaan
mereka, termasuk aspek keterwakilannya. Di sisi lain, serikat menginginkan informasi status keuangan
perusahaan supaya dapat membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran yang dapat dicapai sewaktu
perundingan bersama dilakukan. Tidak adanya transparansi dari kedua pihak mengakibatkan rasa saling
tidak percaya dan membuat hubungan industrial dipenuhi dengan sikap saling bermusuhan.

° Polisi dan Militer

Meskipun pemerintah telah memprakarsai proses reformasi, polisi dan militer dilaporkan masih
terus saja menekan hak pekerja. Ada laporan-laporan mengenai pengusaha yang menyewa mantan polisi
dan anggota militer untuk mengawasi serikat buruh. Mereka tiba di tempat kerja dengan pakaian preman
dan melecehkan, memukuli atau mengancam pekerja. Lembaga bantuan hukum juga melaporkan kasus
dimana polisi dan militer di sejumlah perusahaan mendapat kursi dan diikutsertakan dalam meja
perundingan, sebagian karena mereka memiliki sebagian saham dalam perusahaan-perusahaan swasta
tertentu —efek dari masa korupsi di bawah pemerintahan Suharto.'® Menanggapi hal ini pengusaha
bersikeras bahwa mereka berhak melindungi barang-barang milik perusahaan dan perlindungan dari pihak
polisi merupakan satu-satunya cara untuk mencegah tindakan kriminal pekerja yang sedang meluap
emosinya ketika melakukan protes.

e  Penanganan Perselisihan Industrial

Reformasi diperlukan dalam penanganan perselisihan industrial agar tanggung jawab penyelesaian
perselisihan dapat didefinisikan dengan jelas. Dewasa ini perselisihan industrial cenderung langsung
dibawa ke DPR daripada diselesaikan melalui prosedur-prosedur yang ada, yang berlarut-larut dan
menghabiskan banyak biaya.

Pemerintah merasa bahwa tanggung jawab atas perselisihan yang tidak terselesaikan hendaknya
dialihkan ke pengadilan perburuhan. Pemerintah dapat menengahi perselisihan, tetapi apabila mediasi atau
upaya itu gagal maka pengadilan yang hendaknya membuat keputusan akhir mengenai perselisihan
tersebut. Tetapi timbul kekhawatiran bahwa hakim-hakim pengadilan yang tidak berspesialisasi dalam
perselisihan perburuhan tidak cukup memahami undang-undang perburuhan, sehingga kurang mampu
menerapkannya secara bijaksana. Karena itu hakim-hakim tersebut akan mendapat pelatihan selama dua
tahun tentang undang-undang dan peraturan perburuhan yang baru. Pengadilan perburuhan yang baru

103 Ibld
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akan memiliki pejabat-pejabat ketua dengan keahlian di bidang hukum dan orang-orang yang mewakili
kepentingan pekerja dan pengusaha, dengan maksud agar sistem peradilan dapat berjalan secara efektif
dan adil.

o  Diskriminasi Gender

Diskriminasi terhadap perempuan berawal sejak lahir dan terus berlanjut sepanjang siklus
kehidupan. Survei yang dilakukan Depnaker menunjukkan bahwa sekalipun anak perempuan umumnya
memperoleh nilai yang lebih baik daripada anak laki-laki di sekolah, pria muda lebih diprioritaskan daripada
perempuan muda dalam penerimaan karyawan. Pengusaha lebih suka mempekerjakan laki-laki dengan
asumsi bahwa setelah menikah pekerja perempuan akan mengambil cuti melahirkan dan mengasuh anak.
Karena alasan ini banyak pekerja perempuan yang dipecat setelah menikah. Mempekerjakan perempuan
juga dianggap terlalu memakan biaya, sebab harus diberi cuti haid setiap bulan dan berhak atas cuti hamil
dan melahirkan selama tiga bulan. Beberapa pengusaha menyarankan agar pekerja perempuan dibatasi,
yaitu dengan mempekerjakan mereka secara paruh waktu saja, demi mengatasi angka pengangguran.'®

Bukti-bukti diskriminasi gender juga terlihat dari disparitas upah bagi pria dan perempuan. Menurut
data statistik ILO tahun 1999, pendapatan rata-rata pekerja pria satu setengah kali lebih tinggi daripada
pendapatan pekerja perempuan.'® Temuan penelitian AKATIGA, sebuah organisasi penelitian di
Bandung, menunjukkan kecenderungan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mempekerjakan
perempuan-perempuan muda saja dengan maksud untuk menekan tingkat upah. Praktek-praktek demikian
banyak dijumpai di pabrik-pabrik tekstil, elektronik dan rokok, yang lazimnya mempekerjakan buruh-buruh
dengan tingkat keterampilan dan upah yang rendah.

Masalah lainnya adalah kenyataan bahwa mayoritas pekerja perempuan bekerja di sektor informal.
Akibatnya, sebagian besar perempuan tidak dilindungi oleh undang-undang perlindungan tenaga kerja dan
hak-hak pekerja, serta tidak mendapat pensiun atau bentuk-bentuk perlindungan sosial lainnya. Selain itu,
perempuan yang ingin berwirausaha hanya dapat menerima kucuran kredit atas ijin dari ayah atau suami
mereka. Karena kondisi-kondisi yang sudah mendarah-daging ini, perempuan hanya dapat menikmati
manfaat dari pekerjaannya apabila siklus diskriminasi ini diputus.'%

e  Minimnya Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan

Pengawas ketenagakerjaan memegang peran kunci dalam dialog sosial, karena mereka berada di
garis depan dalam upaya penegakkan undang-undang perburuhan. Menurut Depnakertrans, yang menjadi
masalah dalam hal ini adalah kurangnya jumlah inspektur pengawas ketenagakerjaan. Pada saat laporan
ini disusun, di seluruh Indonesia hanya terdapat 960 pengawas ketenagakerjaan, termasuk 400 inspektur
K3, padahal jumlah perusahaan yang terdaftar di seluruh Indonesia ada sekitar 179.000 buah. Karena
pengawas yang tersedia hanya sanggup menangani delapan perusahaan dalam setahun, maka jumlah
perusahaan yang diawasi dalam jangka waktu satu tahun masih kurang dari 5% dari jumlah seluruh
perusahaan yang ada.'”” Situasi di Jawa Barat menunjukkan rasio jumlah pengawas ketenagakerjaan yang
lebih kecil lagi. Dari 178 pengawas ketenagakerjaan yang ditempatkan di seluruh propinsi Jawa Barat,
hanya 43 orang (kurang dari 25%) yang sudah terlatih di bidang K3. Pelatihan amat dibutuhkan untuk
meningkatkan jumlah pengawas yang memenuhi syarat, khususnya dalam bidang K3. Disamping itu,
hendaknya juga diupayakan agar pengusaha menyadari pentingnya K3 di tempat kerja.'%

194 Presentasi oleh Lin Lim dalam Pertemuan Tripartit tentang Dialog Sosial; lihat ILO: Tripartite Summit on Social
Dialogue: proceedings, op.cit.

5 1L.O: Labour market dynamics in Indonesia (Jakarta, 1999).

106 Presentasi oleh Lin Lim, op.cit.

17 Dokumen internal ILO (30 April - 6 Mei 2000)

108 Wawancara dengan Sekertariat Dewan Tripartit Daerah Bandung, 25 Mei 2001.
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Bab VIII - Prospek Mendatang

Hasil Konsultasi Teknis Tripartit

Pada bulan Oktober 2001 temuan-temuan dalam kajian ini didiskusikan dengan para konstituen
tripartit dalam sebuah konsultasi teknis. Sejumlah pertanyaan berkenaan dengan struktur dan fungsi
lembaga tripartit diajukan dalam diskusi tersebut, dengan maksud untuk merekomendasikan langkah-
langkah guna mengatasi rintangan terhadap pelaksanaan dialog sosial yang efektif.

Pertanyaan-pertanyaan seputar struktur lembaga tripartit adalah sebagai berikut:
e  Apakah percampuran badan-badan tripartit sudah tepat?

e  Apakah jumlah badan tripartit yang ada terlalu banyak atau masih kurang?
e  Perlukah representasi di badan-badan tersebut direvisi?

e  Apakah koordinasi antar-badan di berbagai tingkatan sudah memadai?

Pertanyaan-pertanyaan menyangkut pemfungsian lembaga tripartit antara lain:

e  Apakah frekuensi pertemuan dirasa terlalu sering atau masih kurang?

e  Apakah isu-isu yang dibahas sudah tepat?

e  Apakah perhatian yang diberikan pada semua hal yang diminati sudah cukup?
e  Bagaimana hasil-hasil yang dicapai dapat lebih terarah?

Konsultasi ini menghasilkan empat rumpun rekomendasi, dimana masing-masing menyarankan
untuk memperbaharui struktur lembaga-lembaga tripartit atau merubah pelaksanaan dialog sosial.

1. Menyelesaikan masalah keterwakilan

Masalah keterwakilan mitra sosial dalam badan-badan tripartit, khususnya menyangkut serikat
buruh, telah menjadi subyek perdebatan yang berkelanjutan selama lebih dari tiga setengah tahun. Akan
tetapi akhirnya nampak sudah ada pergerakan yang berarti untuk mengatasi persoalan ini. Di tingkat
daerah persoalan tersebut telah ditempatkan secara lebih luas. Konstituen tripartit di daerah dan distrik
menggunakan proses verifikasi sebagai cara menentukan serikat buruh terbesar di wilayahnya, dan
serikat-serikat tersebut diberi tempat di badan-badan tripartit. Di tingkat nasional keputusan menteri baru
menyangkut pembentukan mekanisme penentuan keterwakilan telah disiapkan. Jika disetujui, ketentuan itu
akan membantu memastikan praktek yang lebih demokratis di berbagai lembaga tripartit.

2.  Membangun semangat menciptakan kompromi dan konsensus

Rintangan pokok bagi pelaksanaan dialog sosial yang efektif selama ini adalah ketidakmampuan
masing-masing pihak untuk mencapai konsensus, terutama dikarenakan ketiadaan semangat berkompromi.
Masing-masing ingin menang sendiri ketimbang berupaya mencapai win-win solution yang memberi
keuntungan kepada semua pihak. Untuk mengatasinya, pelatihan dapat dilakukan terhadap para konstituen
mengenai teknik dan keterampilan dasar berunding, dengan penekanan pada bagaimana menerima
tawaran dan berupaya mencapai kompromi. Pengembangan teknik-teknik yang berusaha membangun
semangat berkompromi dan mencari konsensus akan sangat berguna tidak hanya dalam menjembatani
dialog tripartit, tetapi juga memajukan perundingan bersama di tingkat perusahaan.
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3. Beranjak dari keputusan kepada implementasi dan penegakan

Keluhan yang sering terdengar adalah bahwa ketika kesepakatan telah dicapai, sebagaimana
halnya pada rativikasi Konvensi-konvensi Inti ILO, banyak yang masih harus diselesaikan untuk
menjalankan dan menegakannya di lapangan. Penegakan membutuhkan sebuah strategi bercabang. Salah
satu pendekatan adalah untuk memperbaiki kualitas dan kompetensi administrasi perburuhan di negeri ini,
termasuk memperbanyak jumlah pengawas ketenagakerjaan yang berkualitas dan terlatih, sehingga
pemenuhan undang-undang perburuhan dan konvensi ILO secara lebih baik dapat difasilitasi. Pendekatan
lain adalah menginformasikan pekerja dan pengusaha mengenai hak dan tanggung jawabnya berdasarkan
undang-undang dan konvensi sehingga mereka sendiri sanggup memonitor dan memastikan bahwa
ketentuan dan peraturan yang ada telah dijalankan. Proyek-proyek ILO saat ini memusatkan perhatian
pada penyediaan pelatihan dan pendidikan tentang hal tersebut kepada pekerja, pengusaha dan aparatur
pemerintah. Sebagai tambahan, penekanan yang lebih besar harus diberikan pada upaya tindak lanjut
dalam rangka merealisasikan hasil-hasil yang telah dicapai di berbagai pertemuan tripartit. Cara terbaik
untuk menjamin proses tindak lanjut adalah pihak-pihak yang bersepakat diberi tanggung jawab untuk
melaksanakan keputusan yang dicapai.

4.  Memperbaiki hubungan diantara berbagai tingkatan pemerintah

UU Otonomi Daerah telah menyebabkan kemerosotan koordinasi diantara berbagai tingkatan
pemerintah. Guna memelihara kesatuan nasional dan memajukan keterpaduan dalam sistem hubungan
industrial, walau bagaimanapun penting bagi pemerintah pusat untuk menjaga hubungan yang kuat dengan
tingkatan pemerintah yang berbeda-beda. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan ini adalah dengan
menyelaraskan ketentuan yang mengatur struktur tripartit sehingga terjadi konsistensi di semua tingkatan.
Hal ini dapat dicapai, misalnya, dengan menciptakan lembaga “payung”, dibawah mana badan-badan
tripartit lain bernaung. Siasat lainnya adalah dengan menyisipkan mekanisme umpan-balik dan komunikasi
kedalam struktur tripartit, agar informasi dapat diterima ke seluruh pelosok negeri.

Catatan Simpul

Meskipun kajian ini memusatkan perhatian pada sejumlah masalah dan rintangan dalam
pelaksanaan dialog sosial yang efektif di Indonesia, tetapi ia juga memberikan contoh-contoh dimana dialog
sosial berhasil digunakan untuk meraih hasil-hasil yang diinginkan -terutama rativikasi Konvensi-konvensi
Inti ILO dan pengadopsian undang-undang perburuhan baru. Keberhasilan penting seperti ini membuka
jalan menuju perkembangan lebih jauh dialog sosial sebagai alat menegakan demokrasi dan stabilitas di
Indonesia.

ILO dapat memainkan peran yang telah dijalankannya dalam memfungsikan dialog sosial secara
lebih baik. Secara khusus ILO tengah menanamkan sumber-sumber penting melalui dua kerja sama teknis:
satu didanai oleh Amerika Serikat dan yang lainnya oleh Kerajaan Inggris.

Proyek yang didanai Amerika Serikat dimulai pada Febuari 2001 dan dirancang untuk membantu
implementasi undang-undang perburuhan yang baru, dengan dasar pemikiran untuk menciptakan iklim
yang lebih harmonis bagi hubungan industrial —satu hal yang mendukung pertumbuhan ekonomi sambil
pada saat yang sama menjamin hak-hak pekerja. Proyek ini menyediakan pelatihan dan pembangunan
kapasitas mitra sosial dan pemerintah, termasuk sistem peradilan industrial dan lembaga-lembaga dialog
sosial bipartit dan tripartit. Sebuah komponen proyek juga akan memusatkan perhatian pada penyediaan
pelatihan pengawasan ketenagakerjaan dan keamanan industrial. Mengingat keberadaan UU Otonomi
Daerah, aktivitas proyek dikonsentrasikan di enam propinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur,
Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Timur.
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Proyek yang didanai oleh Kerajaan Inggris dimulai pada tahun 1999 dan bertujuan untuk
membantu pengembangan serikat buruh yang kuat, demokratis, mandiri dan bertanggung jawab;
memajukan hubungan industrial yang bergema; dan meingkatkan taraf hidup dan kondisi kerja para
pekerja. Proyek ini berkonsentrasi pada pelatihan wakil-wakil serikat buruh di tempat kerja, dengan
program pelatihan meliputi tujuan-tujuan dan nilai-nilai dasar serikat buruh., hak-hak pekerja, kesepatakan
bersama, prosedur penyelesaian perselisihan, perempuan di tempat kerja dan didalam serikat, K3 dan
administrasi lokal serikat buruh. Dorongan yang bersifat khusus diberikan untuk menjangkau pekerja usia
muda dan perempuan. Proyek ini juga menyediakan metode pendidikan pelatihan dan pelatihan teknologi
informasi dasar bagi serikat, dan bahan-bahan pelatihan tersebut dapat diakses melalui web site proyek
dalam Bahasa Indonesia.

Untuk menentukan arah masa depan dialog sosial di Indonesia, termasuk bentuk dan prosesnya,
tentu sangat tergantung pada para konstituen itu sendiri. Akan tetapi ada indikasi positif bahwa pekerja,
pengusaha dan pemerintah berkomitmen untuk membangun lembaga dan proses yang lebih dinamis dan
responsif bagi dialog sosial.
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Helle Poulsen, INS/00/M51/USA (University of Copenhagen)
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Lampiran |

Syarat-syarat Perjanjian Bersama antara
FSPSI dan PT. Vonex
Bandung, Indonesia

Sebuah tim perunding yang terdiri dari lima wakil manajemen dan lima wakil serikat buruh telah
membahas perjanjian bersama yang rinciannya dijelaskan di bawah ini. FSPSI merupakan satu-satunya
serikat buruh di PT Vonex yang telah mewakili pekerja PT Vonex sejak perusahaan ini didirikan 26 tahun
silam. PT Vonex menyatakan tidak pernah memecat pekerja meskipun ada pekerja yang mengundurkan
diri, dan tidak pernah terjadi pemogokan dalam sejarah PT Vonex.

Perjanjian bersama yang ada ditinjau kembali setiap dua tahun oleh manajemen dan serikat buruh,
tetapi hanya direvisi apabila dianggap perlu. Tidak ada pengesahan persetujuan oleh pekerja, tetapi tim
perunding serikat buruh memberitahukan kepada anggota perkembangan yang terjadi dalam setiap langkah
perundingan. Apabila perundingan tersendat-sendat, pihak manajemen akan mengundang pemerintah
untuk bertindak sebagai mediator (penengah), atau pihak manajemen mengalihkan perundingan ke tempat
lain untuk meredakan ketegangan yang terjadi. Semua perjanjian harus didaftarkan di Depnakertrans dan
harus ditandatangani sebagai pernyataan kesetujuan (sebagai saksi) atas perjanjian tersebut.

Syarat-syarat perjanjian bersama PT Vonex meliputi unsur-unsur berikut:
1.  Tata-tertib perilaku bagi karyawan

2. Fasilitas bagi serikat buruh
a. sistem check-off untuk pembayaran iuran anggota serikat
b. penyediaan kantor dan perlengkapannya bagi serikat buruh

3.  Hubungan kerja

ketentuan-ketentuan bagi karyawan

masa percobaan

usia minimum dan usia maksimum pekerja
pemutusan hubungan kerja karena sakit
tanggung jawab karyawan di perusahaan
sistem bonus insentif

e R0 o

4. Jam kerja dan hari kerja
a. tiga waktu giliran kerja (shift), masing-masing 8 jam kerja sehari
b. 40 jam seminggu —libur satu hari setiap masuk tiga hari
c. cuti dibayar minimum 12 hari dalam setahun

5. Upah
a. Rp.389.500,- adalah upah minimum untuk Bandung
b. Rp.422.000,- adalah upah minimum di perusahaan
c. Berdasarkan tingkat inflasi di Bandung, terjadi kenaikan upah sebesar 12%
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Jaminan kesehatan dan jaminan sosial

a.

b
c.
d

perusahaan memiliki klinik di tempat kerja

perusahaan memberikan asuransi kesehatan

perusahaan memberikan asuransi jiwa

jaminan sosial bagi pekerja diberikan melalui JAMSOSTEK

Perlengkapan kerja

a.
b.

perusahaan menyediakan seragam bagi pekerja
perusahaan menyediakan alat pelindung diri seperti helm pelindung kepala, kaca mata
pelindung dan perlengkapan pelindung diri lainnya

Urutan peraturan bagi karyawan

a.
b.

peraturan mengenai kapan waktu giliran kerja dimulai dan diakhiri

sanksi bila peraturan tidak dipatuhi:

i.  ditegur secara lisan

ii. diberi teguran secara tertulis

iii.  diikuti dengan peringatan

iv.  diskors

v.  dipecat

serikat buruh mempunyai satu tim untuk membantu pekerja yang ingin naik banding atas
sanksi yang dijatuhkan

Keluhan

a.

keluhan dibicarakan secara informal antara pihak manajemen dengan pekerja (tak ada
prosedur penyampaian keluhan secara formal), tetapi pengaduan yang disampaikan ditangani
secara serius

diselenggarakan pertemuan tahunan di suatu tempat peristirahatan supaya karyawan dan
manajemen dapat bertemu dalam sebuah forum terbuka dan menyampaikan keluhan masing-
masing
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Konvensi-konvensi yang Terkait Dengan Dialog Sosial
Yang Dirativikasi oleh Indonesia

Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan
Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No.87)

Konvensi mengenai Berlakunya Dasar-dasar
dari Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama,
1949 (No. 98)

Konvensi mengenai Konsultasi Tripartit
untuk Meningkatkan Pelaksanaan
Standar Pernuruhan Internasional,
1976 (No. 144)

Dirativikasi Pada 09.06.1998

Dirativikasi Pada 05.07.1957

Dirativikasi Pada 17.10.1990
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